
Menimbang 

BUPATI BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BLITAR 

NOMOR 1 4 - TAHUN 2026 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TAHUN 2025 - 2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

a. 

BUPATI BLITAR, 

bahwa indikator kinerja utama merupakan salah satu 

upaya meningkatkan penyelenggaraan pelak:,anaan 

pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel 

sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai 

visi, misi, dan tujuan pemerintah daerah; 

b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai

acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan indikator

kinerja utama;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan

indikator kinerja utama untuk pemerintah daerah

dan perangkat daerah;



Mengingat 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator

Kinerja Utama Tahun 2025 - 2029·
'

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oa.sa.r N@sa-:ra.

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5856);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Repu blik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/09/M·.PAN/5/2007

t�ntang Pedoman Umum Penetapan Ln.dikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor: PER/ 20 / M. PAN/ 11 / 2008

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat :Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Blita
r 

Ta.hurt 2'022 Nomor 3 /D', Tamb@A.tf

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66}

sebagaimana tel-ah diubah dengan Pe:r.aturan

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);



Menetapkan 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2

Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

(Lembaran Daerah Kabupaten Bfftar Tahun 2025

Nomor 2/E, Tambahan Lembaran IJaerah

Kabupaten Btitar Nomor 83)';

11. Peraturan Bupati Blitar Nomer 94 Tahun 2022

tentang. Kedudukan,.. Susunan. Organisasi,, Tugas

dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2022 Nomor 94 /D);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR 

UTAMA TAHUN 2025- 2029. 

BAB I 

KE-TENTUAN UMUM-

Pasal 1 

KINERJA 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Perangkat naerah adafah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

wewenang daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2025 - 2029.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanj.utnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun.
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7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU

adalah ukuran keberhasilan dari suatu tu.Juan dan

sasaran strategis organisasi.

8. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

9. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerin-tah dalam rumusan yang

lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang

ditentukan.

11. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan membandingkan

realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan

dalam dokumen perjanjian kinerja.

BA&II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Penetapan IKU bertujuan untuk : 

a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja

secara baik; clan

b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja.

Pasal 3 

Ruang Hngkup· I-KU te:rdiri dari : 

a. tujuan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD /Renstra 

Perangkat Daerah; dan/ atau 

b. sasaran Pemerintah Daerah/PD sebagaimana tercantum

dalam RPJMD / Renstra Perangkat Daerah.
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BAB III 

KEGUNAAN DAN- KE'FENTUAN UMUM PENYUSUNAN 

INDIKATOR UTAMA 

Pasal 4 

IKU digunakan sebagai dasar untuk: 

a. perencanaan jangka menengah;

b. perencanaan tahunan;

e. penyusuna:n dol�umen perjanjian kinerja;

d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan

e. evaluasi pencapruan kinerja, pemantauan dan 

pengendalian kinerja. 

Pasal 5 

Ketentuan umum penetapan IKU sebagai berikut: 

a. IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi

indikator dampak dan hasil dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat

indikator dampa:k; dan

2. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat

indikator hasil sesuai dengan urusan, tugas dan

fungsi.

b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

penetapan IKU juga mempertimbangkan beberapa hal

sebagai berikut:

l. pelaksa:naan urusan pemerintah yang- dilaksafl:aka:n

oleh PD sebagaimana tugas dan fungsi;

2. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja;

3. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

4. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan

ilmu pengetahuan.
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BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 6 

(1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam RPJMD sebagai

indikator tujuan dan sasaran.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat f 1} teFcantum dala:Ilr Lampi'ran I Peraturan Bupati

ini.

Pasal 7 

(1) IKU Perangkat Daerah tercantum dalam Renstra

Perangkat Daerah.

(2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

fl), tereantum dalam LampiFan n Peraturan Bupati ini.

BAB V 

PENGUKURAN KINERJA IKU 

Pasal 8 

( 1) Pengukuran Kinerja IKU wajib dilakukan oleh masing­

masing entitas.

f 2)- Pengukuran Kinerj-a IKU seb-agaima:Ha dimaks-ud pada 

ayat ( 1) dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian 

kinerja. 

(3) Pengukuran Kinerja dilakukan 4 (empat) kali dalam 1

(satu) tahun atau setiap triwulan.

Pasal g, 

Pengukuran Kinerja IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 dilakukan dengan cara 

a. membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja

yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun berjalan; dan
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b. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun

berjalan dengan target kinerja 5 (lima)- tahu:nan yang

direncanakan dalam RPJMD /Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

f 1) Pembinaan atas· pelaksanaa n HHJ dHakukan oleh 

Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada 

Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan IKU dilakukan oleh

Inspektorat.

BAB-VU 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

•
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar. 

Diundangkan di Blitar 

pada tanggaJ \ a . J�uuarl , 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, 

C �l-

KHUSNA LINDARTI 

Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal ! S ,,. J�nuari - 2026

•-
..... 

BERITA DAERAH KABUP'ATEN BtITARTAHUN 2026 NOMOR'· .. 4 /E 



INDIKATOR 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA 

UTAMA 
1 Mewujudkan Indeks 

SDM dan Pembanguna 
Generasi n Manusia 
Muda Yang 
BerkUalitas 
dan Berdaya 
Saing 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BLITAR 
NOMOR 4 lI'AHUN 2026 
TENTANG 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 
TAHUN 2025 - 2029 

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029 

FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 
JAWAB 

Indeks Pembangunan IPM dihitung sebagai Badan Pusat 1. Perangkat Daerah 
Manusia (1PM) adalah rata-rata dari indeks Statistik pelaksana urusan 
ukuran kbmposit yang Kesehatan, indeks Pendidikah
digunakan untuk menilai Pendidikan dan il'ldeks 2. Perangkat Daerah 
tingkat kualitas hidup stantlar hidup layak pelaksana urusan 
manusia tli suatu wilayah, Kesehatan
dengan mempertimbangkan 3. Perangkat Daerah 
tiga dimehsi utama: pelaksana Urusan 
kesehatan (umur panjang Pengendalian 
dan hidup sehat), Penduduk dan 
pengetahllan (pendidikan), Keluarga Berencana 
dan standar hidup layak 4. Perangkat daerah 
(pendapatan per kapita). pelaksana urusan 
Perhitungan IPM dilak'Ukan penunjang 
oleh Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Blitar. 
Tiga Dimensi Utama IPM: 
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INDIKATOR 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 
Kesehatah: diukur melalui 
Angka Harapan Hidup 
(UHH); 
Pengetahuan: diukur melalui 
Harapan Lama Sekolah (HLS) 
dan Rata-rata Lama Sekolah 
(RLS); dan 
Standar Hidup Layak a.tau 
Indeks Pengeluaran: diukur 
menggunakan pengelu:aran 
riil per kaoita. 

1.1 Meningkatnya Rata-rata Rata-rata Lama Sekolah 
Kualitas dan Lama (RLS) adalah jumlah tahun 
Cakupan Sekolah rata-rata yang digunakan 
Pelayanan oleh penduduk dalam 
Pendidikan menjalani pendidikan formal. 
Masyarakat 

Perhitungan RLS dilakukan 
oleh Badan Pusat Statistik. 

FORMULAS I 
PERHITUNGAN 

RLS dihitung dengan 
cara mem bagi total lama 
sekolah penduduk usia 
25 tahun ke atas dengan 
jumlah total penduduk 
pada kelompok usia 
tersebut. Dengan rumus: 

n 

1 
RLS = - XL Xi 

n , 

i=l 

Dimana: 
n = Jumlah Penduduk 
Usia 15 Tahun ke Atas 
Xi = Lama Sekolah 
Penduduk ke i yahg 
Benlsia 15 Tahun 
(Kombinasi Antara 
Partj_sipasi Sekolah, 

PERANGKAT DAERAH 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

JAWAB 

Badan Pusat 1. Perangkat Daerah
Statistik pelaksana urusan

Pendidikah
2. Perangkat Daerah

pelaksana urusan
Perhubungan

3. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pemberdayaan
perempuah dan
perlindungan anak,
pengendalian
penduduk dan
keluarga berencana

4. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pemberdayaan
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INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL

UTAMA

Harapan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Lama Adalah jumlah tahun 
Sekolah sekolah yang diharapkan 

akan dijaiani oleh seorang 
anak pada usia tertentu di
masa mendatang. HLS 
umumnya dihitung untuk
anak berusia 7 tahun ke
atas.
Perhitungan HLS dilakukan
oleh Badan Pusat Statlstik.

FORMULAS! 
PERHITUNGAN

Jenjang dan Jenis
Pendidikan yang
Pemah/Sedang 
Diduduki, ljazah 
Tertinggi yang Dimiliki
dan 'Tingkat/ Kela:s
Tertinggi yang 
Pemah/Sedang
Diduduki) 
HLS dihitung dengan 
menJumlahkan angka
partisipasi sekolah 
penduduk usia 7 tahun 
ke atas. Dengan rumus:

1!- E�HLS& = FKx LP�
i=a l Dimana: 

HLS& = Harapan Lama 
Sekolah Pada Umur a di
Tahun t 
FK = Faktor Koteksi
E� 

l 
= Jumlah 

Penduduk Usia i yang 
Bersekolah Pada Tahun
t
p.t = Jumlah 
Penduduk Usia i Pada
Tahun t

PERANGKAT DAERAH
SUMBER DATA PENANGGUNG

JAWAB 
Masyarakat dan
Desa

Badan Pusat 1. Perangkat Daerah
Statistik pelaksana urusan

Pendidikan 
2. Perangkat Daerah

pelaksana urusan
Perhubungan 

3. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak,
pengendalian 
penduduk dan 
keluarga berencana

4. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pemberdayaan 
Masyarakat dan
Desa



4 

INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
i = Usia (a, a+ 1, ... n) 

1.2 Meningkatnya Usia U sia Hara pan Hid up (UHH) Perhitungan UHH Ba.dan Pusat 1. Perangkat Daerah
Akses dan Harapan Adalah rata-rata perkiraan dilakukan dengan Statistik pelaksana urusan
Kualitas Hidup tahun yang dapat dijalani mem.anfaatkan data dari Kesehatan
Layanan oleh seorang bayi yang baru sensus penduduk dan 2. RSUD Ngu.di
Kesehatan lahir, dengan asumsi pola survey yang dilakukan Waluyo
Masyarakat angka kematian berdasarkan oleh Badan Pusat 3. RSUD Srengat

usia pada tahun tersebut Statistik. 
berlaku sepanjang hidupnya. 
Perhitungan UHH dilakukan 
oleh Badan Pusat Statistik. 

1.3 Meningkatnya Indeks Indeks Pembangunan 1PM perempuan Badan Pusat 1. Perangkat Daerah 
Kesetaraan Pembanguna Gender (IPG) 

IPG = 
Statistik pelaksana 1PM laki - laki urusan 

Gender n Gender adalah indikator yang pemberdayaan 
mengukur pencapaian perempuan dan 
pembangunan manusia yang perlindungan anak, 
setara antara laki-laki dan pengendalian 
perempuan di suatu wilayah. penduduk dan 
Pengukutan IPG didasarkan keluarga berencana 
pada tiga dimensi dasar 1PM, 2. Perangkat Daerah 
yang diterapkan secara pelaksana urusan 
spesifik untuk laki-laki dan Sosial
Perempuan. 3. Perangkat Daerah 
Perhitungan IPG dilakukan pelaksana urusan 
oleh Badan Pusat Statistik. Perpustakaan dan 

Kearsipan ( 
4. Perangkat Daerah 

pelaksana urusan 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
Tenaga Keria 

1.4 Meningkatnya Indeks Indeks Pembangunan IPP dihitung se bagai Laporan Survei 1. Perangkat Daerah 
Kualitas Pembanguna Pemuda (iPP) rata-rata dari nilai IPP pelaksana urusan 
Generasi n Pemuda adalah irrstrumen strategis indeks lima domain Kepemudaan dan 
Muda yang digunakan untuk penyusunnya. Olah Raga 

mengukur pencapaian 2. Perangkat Daerah
pembangunan pemuda pelaksana urusan
secara komprehensif di Pendidikan
suatu wilayah. 3. Perangkat Daerah
Pengukuran IPP didasarkan pelaksana urusan
pada lima domain utama Kesehatan
yang mencakup 15 indikator 4. Perangkat Daerah
penyusun, yaitu: pelaksana urusan
Domain Pendidikan dan Tenaga Kerja
Pelatihan:: Rata-rata lama 5. Perangkat Daerah
sekolah pemuda, Angka pelaksana urusan
Partisipasi Sekolah (APS) Koperasi U saha
Sekolah Menengah, Angka Kecil dan Menengah
Partisipasi Kasar (APK) 
Perguruah Tinggi. 
Domain Kesehatan dan 
Kesejahteraan: Angka 
kesakitan pemuda, 
Persentase pemuda korban 
kejahatan, Persentase 
pemuda merokok, Persentase 
remaja perempuan yang 
sedang ha.mil. 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBERDATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

Domain Lapangan dan 
Kesempatan Kerja: 
Persentase pemuda 
wirausaha, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) 
pemuda. 
Domain Partisipasi dan 
Kepemimpinan: Persentase 
pemuda yang mengikuti 
kegiatan sosial 
kemasyarakatan, Persentase 
pemuda yang aktif dalam 
kegiatan organisasi, 
Persentase pemuda yang 
memberikan saran/pehdapat 
dalam rapat. 
Domain Gender dan 
Diskriminasi: Angka 
perkawinan usia anak, 
Persentase pemuda 
perempuan yang sedang 
menempuh pendidikan 
tingkat SMA ke atas, 
Persentase pemuda 
perempuan yang bekerja di 
sektor formal. 

2 Meningkatkan Indeks Daya Indeks Daya Saing Daerah IDSD dihitung sebagai Badan Riset 1. Perangkat Daerah
Kualitas Saing Daerah (IDSD) adalah instrum:en ra ta-rata dari nilai dan Inovasi pelaksana urusan
Ekonomi pen�ukutan van� di�unakan keempat komponennva. N a&ional (BRIN) Pendidikan
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

Inklusif dan untuk mengukur 2. Perangkat Daerah
Daya Saing produktivitas suatu daerah, pelaksana urusan
Daerah yang pada akhirnya Kesehatan

mencerm1nkan 3. Perangkat Daerah
kemampuannya untuk pelaksana urusan
bersaing tli tingkat nasional PUPR
maupun internasional. 4. Perangkat Daerah
IDSD dihltung oleh Badan pelaksana urusan
Riset dan Inovasi Nasional Tenaga Kerja
(BRIN) dengan mengadopsi 5. Perangkat Daerah
kerangka Global pelaksana urusan
Competitiveness Index ,(GCI) Penanaman Modal
dari World Economic Forum 6. Perangkat Daerah
(WEF), yang disesuaikan pelaksana urusan
dengan kondisi di Indonesia. penelitian dan
Pengukuran IDSD pengembangan
didasarkan pada empat 7. Perangkat Daerah
komponen utama yang pelaksana urusan
ditopang ioleh 12 pilar d.aya komunikasi dan
saing: informatika
Lingkungan Pendukung 8. Perangkat Daerah
(Enabling Environment): pelaksana urusan
Institusi, Infrastruktur, lingkungan hidup
Adopsi Teknologi Informasi 9. Perangkat Daerah
dan Komunikasi (TIK), pelaksana urusan
Stabilitas Makroekonomi. pangan
Sumber Daya Manusia 10.Perangkat Daerah
(Human Capitaij: Kesehatan pelaksana urusan
dan Ketetamoilan. oertanian
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA 
PERHITUNGAN 

JAWAB 
Pasar (Markets): Pasar 11. Perangkat Daerah
Produk, Pasar Tenaga Kerja, pelaksana urusan
Sistem Keuangan, Ukuran keuangan (BPKAD
Pasar. dan Bapenda)
Ekosistem Inovasi 12. Perangkat Daerah
(Innovation Ecosystem): pelaksana urusan
Dinamisme Bisnis dan perindustrian
Kapabilitas Inovasi. 13.Perangkat Daerah

pelaksana urusan
perdagangan

14. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
koperasi dan UMK

Indeks Gini Indeks Gini adalah indikator GR= 1- Lfi [Yi - Yt-i1
Badan Pusat 1. Perangkat Daerah

yang mengukur tingka:t Statistik pelaksana urusan
ketimpangan pengeluaran Sosial
(seringjuga merujuk pada jumlah persen (%) 2. Perangkat Daerah
pendapatan) penduduk di penerima pendapatan pelaksana urusan
suatu wilayah. kelas ke i pemberdayaan
Perhitungan Indeks Gini jumlah kumulatif (%) masyarakat dan
dilakukan oleh Badan Pusat pendapatan pada kelas desa
Statistik. ke i 3. Perangka.t Daerah

Nilai GR terletak antara pelaksana urusan
nol sampai dengan satu Koperasi dan
Bila GR= 0, UMKM
ket.impangan 4. Perangkat Daerah
pendapatan meraita pelaksana urusan
sempurna, artinya setiap Perindustrian
orang menerima 5. Perangka.t Daerah
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INDIKATOR 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Pertumbuha Pertumblll.han Ekonomi (LPE) 
n Ekonomi adalah indikator 

makroekonomi yang 
mengukur persentase 
perubahan nilai total 
produksi barang dan jasa di 
suatu negara atau wilayah 
dalam periode tertentu 
dibandingkan dengan 
periode sebelumnva. 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

pendapatan yang sama 
dengan yang lainnya 
Bila GR= 1, artinya
ketimpangan 
pend.apatan timpang 
sempuma atau 
pendapatan itu hanya 
ditetima oleh satlll orang 
atau satu kelompok saja 
Klasifikasi tingkat 
ketirnpangan 
berdasarkan Indeks 
Gini: 
0,00-0,30: Ketimpangan 
rendah. 
0,30-0,50: Ketimpangan 
sedang. 
> 0,50: Ketimpangan
tinggi.

LPE = PDBt-PDBt-1 
X 100%

PDBt-1 

Dimana: 
PDBt adalah PDB atau 
PDRB pada periode yang 
dihitung (tahun atau 
triwulan berjalan). 
PDBt-1 adalah PDB atau 
PDRiB pada periode 
sebelumnya. 

PERANGKAT DAERAH 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

JAWAB 

pelaksana urusan 
ketenagakerjaan 

6. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
pendidikan

7. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
kesehatan

8. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
perencanaan

Badan Pusat 1. Perangkat Daerah
Statistik pelaksana urusan

ketahanan pangan
dan pertanian

2. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
perindustrian

3. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
perdagangan
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
Pengukutan ini dilakukan 4. Perangka.t Daerah
denganrnenggunakan pelaksana urusan
Produk Domestik Bruto koperasi dan UMK
(PDB) atau Produk Domestik 5. Perangkat Daerah
Regional Bruto (PDRB) atas pelaksana urusan
dasar hatga konstan untuk Pariwisata
menghilangkan pengatuh 6. Perangkat Daerah
inflasi. pelaksana urusan
Perhitungan LPE dilakukan Peternakan dan
oleh Badan Pusat Statistik Perikanan

7. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Lingkungan Hidup

8. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pekerjaan Umum

9. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pendidikan

10.Perangka.t Daerah
pelaksana urusan
Kesehatan

2.1 Meningkatnya ICOR ICOR (Incremental Capital ICOR dihitung dengan La:poran hasil 1. Perangkat Daerah
Efektivitas Output R&tio) adalah rasio membandingkan survei pelaksana urusan
Investasi yang menunjukkan seberapa tambahan investasi Badan Pusat Tenaga Kerja

besar tambahan modal atau (Pembentukan Modal Statistik 2. Perangkat Daerah
investasi yang dibutuhkan Tetap Bruto/PMTB) pelaksana urusan
untuk meningkatkan satu dengan tambahan output Koperasi, Usaha 
unit tam0ahan output atau (Produk Domestik Bruto Kecil dan 
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INDIKATOR 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 
produksi <lalam suatu 
perekonomian. ICOR 
digunakan se bagai indikator 
efisiensi investasi. 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

/PDB) pada periode 
tertentu. Dengan rumus: 

ICOR 
== !l.PMTB 

fl.PDE 

Dimana: 
.1.PMTB adalah 
perubahan total 
investasi atau PMTB 
pada periode yang 
dianalisis. 
.1.PDB adalah perubahan 
total output atau PDB 
pada periode yang sama. 

PERANGKAT DAERAH 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

JAWAB 
Menengah 

3. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Ketahanan Pangan
dan Pertanian

4. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Peternakan dan
Perikanan

5 Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Perindustrian dan
Perdagangan

6. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Kebudayaan dan
Pariwisata

7. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

8. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Komunikasi,
Informatika,
Statistik dan
Persandian

9. Perangkat Daerah
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
pelaksana urusan 
Lingkungan hidup 

10. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Sekretariat Daerah

11. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pekerjaan Umum
dan Penataaan
Ruang

2.2 Meningkatnya Laju Laju Pertumbuhan Produk LPE PDRB Sektor Badan Pusat 1. Perangkat Daerah
Produktivitas Pertumbuha Domestik Regional Bruto Pertanian, Kehutanan, Statistik pelaksana urusan
Daerah n PDRB (PDRB) Pertanian, dan ·Perikanan = Ketahanan Pangan

Pertanian, Kehutanan, PDRBt - PDRBt-1 
x100%

dan Pertanian
Kehutanan, dan Perikanan PDRBt-i 2. Perangkat Daerah
dan adalah persentase Dimana: pelaksana urusan
Perikanan perubahan nilai tambah PDRBt = PDRB Sektor Petemakan dan

yang dihasilkan oleh sektor Pertanian Kehutanan, Perikanan
pertanian , kehutanan dan dan Perikanan pada 3. Perangkat Daerah
perikana:tl. dalam periode Tahun Tertentu pelaksana urusan
tertentu. PDRlh-i = PDRB Sektor Pekerjaan Umum
Laju pertumbuhan PDRB Pertanian Kehutanan, dan Penataan
Sektor Pertanian, dan Perikanan pada Ruang
Kehutanan, dan Perikanan Tahun Se belumnya 
dihitung dengan 
menggunakan data PDRB 
sektor pertanian atas dasar 
harga konstan untuk 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
menghilangkan pengatuh 
inflasi. 
Perhitungan LPE PDRB 
Sektor Pertanian Kehutanan, 
dan Perikanan dilakukan 
oleh Badan Pusat Statistik. 

Laju Laju Pertumbuhan Produk LPE PDRB Sektor Badan Pusat 1. Perangkat Daerah 
Pertumbuha. Domestik Regional Bnito Perdagangan = Statistik pelaksana urusan 
n PDRB (PDRB) Sektor Perdagangan PDRBt -

PDRBt-1 
x100%

Perindustrian dan 
Perdagangan adalah persentase PDRBt-l Perdagangan 
Besar dan perubahan nilai tambah Dimana: 2. Perangkat Daerah 
Eceran; yang dihasilkan oleh sektor PDRBt = PDRB Sektor pelaksana urusan 
Reparasi perdagangan dalam suatu Perdagangan pada Koperasi, Usaha 
Mobil dan periode, dibandingkan Tahun Tertentu Kecil dan Menengah 
Sepeda Motor dengan periode sebelutnnya. PDRBt-i = PDRB Sektor 

Pengukutan ini Perdagangan pada 
menggunakan data PDRB Tahun Sebelumnya 
atas dasar harga konstan 
untuk menghilangkan 
pengaruh inflasi, sehingga 
mencermiinkan pertumbuhan 
rii1 sektor tersebut. Sektor 
perdagangan dihitung dari 
kategori lapangan usaha 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobrl dan 
Sepeda Motor. 
Perhitungan LPE PDRB 
Sektor P�rdagangan 
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INDIKATOR 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 
dilakukafl oleh Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Blitar. 

Rasio PDRB Rasio Produk Domestik 
Penyediaan Regional Bruto (PDRB) 
Akomodasi Penyediaan Akomodasi dan 
dan Mamin Makan Minum (Mamin) 

adalah ukuran yang 
menggambarkan seberapa 
besar kontribusi sektor 
akomodasi dan mamin 
terhadap total perekonomian 
di Kabupaten Blitar. 
Perhitungan Rasio PDRB 
Penyediaan Akomodas1 dan 
Mamin dilakukan oleh 
Badan Ptisat Statistik 
Kabupaten Blitar 

2.3 Meningkatnya Tingkat Tingkat Pengangguran 
Kesempatan Penganggura Terbuka (TPT) 
Kerja n Terbuka adalah persentase jumlah 

pengangguran terhadap 
angkatan kerja. 
Pengukutan TPT dilakukan 
oleh Badan Pusat Statistik 
Kabupaten Blitar 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

Rasio PDRB Penyediaan 
Ako:l'nodasi dan Mamin = 

PDRB Sektor Akomodasi dan Nlamin 

Total PDRB Daerah 
x100% 

TPT= 

L Pengangguran terbuka usia angkatim ke1ja 

L Penduduk Angkatan Kerja 
x lOO% 

SUMBER DATA 

Badan Pusat 
Statistik 

Badan Pusat 
Statistik 

PERANGKAT DAERAH 
PENANGGUNG 

JAWAB 

1. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Kebudayaan dan
Pariwisata

2. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
Perindustrian dan 
Perdagangan 

1. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Tenaga Kerja

2. Perangkat Daerah
pelaksana urusan 
Pekerjaan Umum 
dan Penataan 
Ruang 

3. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
Ketahanan Pangan 
dan Pertanian 
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INDIKATOR 
FORMULAS I 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
4. Perangkat Daerah 

pelaksana urusan 
Petemakain dan 
Perikanan

5. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 

6. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
Kebudayaan dan 
Pariwisata

7. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
penanaman modal 
dan pelayanan 
terpadu sa.tu pintu 

8. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
Kepemudaan dan 
Olahra�a.

2.4 Menurunnya Persentase Persentase penduduk miskin Persentase penduduk Badan Pusat 1. Perangkat Daerah
Tingkat Penduduk adalah persentase jumlah miskin dihitung dengan Statistik pelaksana urusan
Kemiskinan Miskin penduduk yang memillki mem.bagijumlah Perencanaan,

rata-rata pengeluaran ;per penclluduk miskin Penelitian dan
kapita per bulan di bawah dengan total penduduk, Pengembangan
Garis Kemiskinan (GK). lalu dikalikan 100%. 2. Perangkat Daerah
Pengukuran ini dilakukan Dengan rumus: pelaksana urusan
oleh Badan Pusat Statistik Kesehatan
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

(BPS) Kabupaten Blitar Persentase penduduk 3. Perangkat Daerah
dengan pendekatan miskin = pelaksana urusan
kebutuhan dasar. Artinya, Pendidikan
seseorang dikategorikan Jumlah Penduduk Miskin 

xlOOo/o 
4. Perangkat Daerah

miskin jika tidak mampu Total Penduduk pelaksana urusan
memenuhi ke butuhan pokok Pemberdayaan
minimumnya, baik makanan Perempuan dan

maupun non-makanan. perlindungan
anak,
pengendalian
penduduk dan
keluarga
berencana

5. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Perumahan,
Kawasan
permukiinan dan
pertanahan

6. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

7. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Ketahanan Pangan
dan Pertanian

8. Peran2kat Daerah
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: INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINE:RJA DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA PENANGGUNG 

PERHiTUNGAN 
i UTAMA JAWAB 

! pelaksana urusan 
Peternakan dan 
Perikanan 

9. Perangkat Daerah
pelaksana urusan

' Sosial
' 10. Perangkat Daerah
' 

'. 
pelaksana urusan

I Pemberdayaan
Masyarakat dan

f Desa
r 11. Perangkat Daerah
' pelaksana urusan

Kepemudaan dan

: 
Olahraga

3 Meningkatkan ! Indeks Indeks Kualitas Layanan IKLI dihitung dengan Laporan Survei 1. Perangkat Daerah
kepuasan Kualitas Infrastruktur (IKLI) metodologi yang PD Pengampu pelaksana urusan
atas layanan I Layanan adalah instrumen untuk mengadopsi pehdekatart Urusan pekerjaan umum
infrastruktur I Infrastru!ktur mengukur tingkat kepuasan Survei Kepuasan Penelitian dan dan penataan

masyarakat terhadap Masyarakat (SKM). Pengembangan ruang
layanan infrastruktur yang Dengah ru:tnus: 2. Perangkat Daerah

I 
disediakan oleh Pemerintah pelaksana ur'usan

I Kabupaten Blitar. 
IKLI Akhir = Rata-ruta Nilai Unsur x 20 (untuk skala loo) 

ketahanan pangan
' Pengukuran IKLI tidak hanya dan Pertanian
I berfokus pada pembangunan 3. Perangkat Daerah

fisik, tetapi juga aspek pelaksana urusan' 

i manfaat yang dirasakan Perhubungan
masyarakat. Enam unsur 4. Perangkat Daerah
atau dimensi utama yang pelaksana urusan



INDIKA'fOR 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA 

UTAMA 

' 

i 
! 
t 
l 
! 

I 

i 

I 

I 

i 

' 

3.1 , Meningkatnya Indeks 
: kuantitas dan Infrastruktur 
• kualitas
:j infrastruktur 
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DEFINISI OPERASIONAL 

digunakan dalam 
pengukuran IKLI: 
Ketersediaan F1sik 
(Availability; 
KEJ.alitas Fisik ('Quality);
Kesesu.aian 
(.Alppropriateness); 
Efektivitas Pemanfaatan 
(Utility�; 
Penyerapan Tenaga Ke:rja 
(Job Creation); dan 
Kontribusi terhadap 
Perekonomian. 
Metodologi yang digunakan 
un.tuk menghitung lKLI 
didasarkan pad.a su.rvei 
kuantitatif, yang mengadopsi 
pendekatan Survei Kepuasan 
Masyarakat sesuaidengan 
Peraturan Menlteri PANRB 
N0. 14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan 
Pl).blik,. 
Indeks inf:rastruktur 
adalah ukuran yang 
mengevaluasi kondtsi dan 
kineria inftastruktur di 

FORMDLASI 
PERHITUNGAN 

I;(Skor Komponen) 
Jndeks Infrastn1krur = 

L 
x 100% 

(Skor Maksimum) 

... . .. " .

PERANGKAT DAERAH 
SUMBERDATA PENANGGUNG 

JAWAB 

Komunikasi, 
Informatika, 
statistk dan 
persandian 

Laporan Hasil 1. Perangkat Daerah 
KajianPD pelaksana urusan 

Pengampu pekerjaan umum 
dan penataan ruane: 
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN 
SUMBERDATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

suatu wilayah, seperti akses Urusan 2. Perangkat Daerah
terhadap fasilitas dasar, Perencanaan pelaksana urusan
kualitas :fisik, dan kepuasan Perumahan,
masyarakat terhadap Kawasan
layanan infrastruktur permukiman dan

pertanahan
3. Perangkat Daerah

pelaksana urusan
Perhubungan

3.2 Meningkatnya Indeks Indeks Kualitas Lingkungan IKLH dihitung dengan Kementerian Perangkat Daerah 
kualitas Kualitas Hidup (IKLH) adalah men'ggabungkan nilai Lingkungan pelaksana urusan 
lingkungan Lingkungan indikator komposit yang indeks komponen Hidup Lingkungan Hidup 
hidup Hidup menggambarkan kondisi men'ggunakan rumus 

kualitas lingkungan hidup pembobotan yang telah 
dalam suatu wilayah pada ditetapkan. Dengan 
periode waktu tertentu. rumus: 
IKLH tersusun dari beberapa IKLH = 
indeks komponen yaitu (IKAx0,376) 
Indeks Kualitas Air + (IKU x 0,405)
(IKA), Incleks Kualitas Udara + (ITH x 0,219)
(IKU), dail. Indeks Kualitas Kate�ori IKLH: 
Tutupan tahan (IKTL), dan No Kategor Angka 
Indeks Kualitas Air Laut i Rentan� 
(IKAL). Pengukuran IKLH 1 Sangat 90 S XS

pada level Kabupaten hanya Baik 100 
menggun:akan komponan 2 Baik 70 s x < 90 
IKA, IKU 'dan IKTL, 3 Sedan� 50 S X < 70 
berdasarkan Peratura:t'l. 4 Kurang 25 S X < 50 
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INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 
Menteri Lingkungan Hidup 
Dan Kehuta.nan Nomor 27 
Tahun 2021 tenta.ng In.deks
Kualita.s Lingkungan Hidup

4 Mewujudkan Indeks Indeks Reformasi Birokrasi
Kualita.s Tata. Reformasi adalah ind.eks dari hasil 
Kelol:a dan Birokrasi evaluasi pelaksanaan 
Pelayanan Reformasi Birokrasi (R!f3) di
Publik yang Pemerinta.h Kabupaten 
Akunta.bel Blitar, yang dibagi meajadi 2
Berbasis (dua) yaitu RB General dan 
Teknologi RB Tematik. 
Infortnasi Evaluasi pelaksanaan RB 

dilakukan oleh Kementerian
Pendayagunaan Apara'tur 
Negara dan Reformasi 
Birokasi berdasarkan 
Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 9 Tahun
2023 tentang Evaluasi 
Reformasi Birokrasi. 
Indeks RB didapat dan nilai
pelaksanaan RB General 
dita.mbah RB Tematik 

4.1 Meningkatnya Indeks Indeks Kepuasan 
Kualita.s Kepuasan Masyarakat (IKM) Adalah

Masvarakat hasil pen�ukuran dari 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN

I 5 1 s
ang

�!I 
O � x < 251Kuran 

Indeks Reformasi
Birokasi: N ilai RB 
General dita.mbah Nilai
RB Tematik 

IKM Pemerinta.h 
Kabupaten Blita.r: 
Jum,lah IKM UPP. yang 

SUMBER DATA 

Laporan Hasil
Evaluasi 
Reformasi 
Bir0krasi yang 
diterbitkan oleh
Kementerian 
Pendayagunaan
Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birnkrasi 

Laporan
Capaian
Kineria 

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG 

JAWAB 

1. Perangkat Daerah
pelaksana urusan 
Sekreta.riat Daerah

2. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
pengawasan 

1. Perangkat Daerah
pelaksana urusan
Sekreta.riat Daerah 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
Pelayanan kegiatan Survei Kepua:San melaporkan dibagi Pelayanan 2. Semua Perangkat 
Publik Masyarakat (SKM) terhadap jumlah UPP yang Publikyang Daerah

pelayanan publik yang melaporkan diterbitkan oleh 
diberikan oleh Pemerintah Ke:rilenterian 
Kabupaten Blitar. Pendayagunaan 
Pelaksanaan SKM dilakukan Aparatur 
berdasarkan Peraturan Negara dan 
Menteri Pendayagunaan Reformasi 
Aparatur Negara dan Birokrasi 
Reformasi Birokrasi Nomor 
14 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan 
Publik. 
9 unsur yang menjadi 
indikator utama dalam 
SKM: 
Persyaratan; 
Sistem, mekanisme, dam 
prosedur; 
Waktu penyelesaian; 
Biaya/ tatif; 
Produk spesifikasi jeni:s 
pelayanah; 
Kompete:t'lsi pelaksana; 
Perilaku pelaksana; 
Penanganan pengaduan, 
saran, dan masukan; dan 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
Sarana dan prasarana, 
IKM Pemerintah Kabupaten 
Blitar didapat dari rata-rata 
IKM dari Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik yang 
dilaksanakan pada tahun 
bersangkutan. 

4.2 Meningkatnya Indeks Indeks Sistem Pemerintahan Inde\ks SPBE Laporan Hasil 1. Perangkat Daerah
Penyelenggara SPBE/ Berbasis Elektronik (SPBE) r. (Nbj X BDj) Evaluasi SPBE pelaksana urusan 
an Indeks diperoleh dari hasil evaluasi Dimana: yang Komunikasi publik, 
Pemerintahan Pemerintaha SPBE terhadap Pemerintah NDj: Nilai Indeks tlari diterbitkan oleh Informatika, 
yang n Digital Kabupaten Blitar yang setiap domain Kementerian Statistik dan 
Akuntabel, dilakukan secara berkala BDj: Bobot dari setiap Pendayagunaan Persandiah 
Ef ektif, dan untuk mengetahui sejauh domain Aparatur 2. Perangkat Daerah
Efisien mana kemajuan dari Negara dan pelaksana urusan 

pelaksanaan SPBE di Peniiaian dalam Reformasi Sekretariat Daerah 
Pemerintah Kabupaten. pelaksanaan Bir0krasi 3. Perangkat Daerah
Blitar. Nilai Indeks SPBE . pem:antauan dan pelaksana urusan 
akan menggambarkan evaluasi SPBE dilakukan pengelolaan 
tingkat kematangan melalui struktur keuangan dan asset 
(maturity level) dari penilaian yang tetdiri daerah 
pelaksanaan SPBE di dari: 4. Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Domain, merupakan pelaksana urusan
Blitar. area pelaksanaan SPBE perencanaan,
Pelaksanaan evaluasi yang dinilai; penelitian dan
dilakukan berdasarkail Aspek, merupakah area pengembangan
Peraturan Menteri spesifik pelaksanaan 5. Seluruh Perangkat
Pendayagunaan Aparatur SPBE yang dinilai; dan Daerah
Negara dan Reformasi. 
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INDIKATOR 
FORMULAS I 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

Birokrasi Nomor 59 Tahun Indikator, merupakan 
2020 tentang Pemantauan infotmasi spesifik dari 
dan Evaluasi Sistem aspek pelaksanaan 
Pemerinta.han Berbasis SPBE yang dinilai. 
Elektronik Se hmah domain terdiri 
Pelaksanaan Pemantauan dari satu atau beberapa 
SPBE dilakukan melalui aspek, dan se buah 
tahapan berikut: aspek terdiri dari satu 
Perencanaan, yaitu atau beberapa indikator. 
penyusun.an perencanaan, 
mempersiapkan instrumen Pengukuran tingkat 
evaluasi, membentuk tim kematangan (maturity 
evaluator,, dan melakukan level) diterapkan pada 
sosialisasi setiap indikator, dlimana 
pedoman,/ pelaksanaan setiap tingkat 
evaluasi SPBE. kematangan diberi nilai 
Pelaksanaan, yaitu sebagai berikut: 
melakukan penilaian Tingkat 1 (satu) diberi 
mandiri (pengumpulan data) nilai 1 (satu); 
dan penilaian dokumen. Tingkat 2 (dua) diberi 
Pelaporaa, yaitu menyusun nilai 2 (dua); 
hasil penilaian berupa Tingkat 3 (tiga) diberi 
indeks SPBE, indeks a'Spek, nilai 3 (tiga); 
dan nilai indikator. Tingkat 4 (empat) diberi 
Pelaksanaan pemantauan nilai 4 (empat); dan 
dan evaluasi SPBE Tingkat 5 (lima) diberi 
menggun'akan metode: nilai 5 (lima). 
Evaluasi/ penilaian mandiri, Seda.ngkan untuk 
yaitu kegiatan pengumpulan penghitungan nilai 
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INDIKATOR 
FORMULAS I PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN SUMBER DATA PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

data (peniberian jawaban, indeks tingkat 
penjelasan dan bukti kematangan SPBE, 
pendukung atas pertanyaan terdiri atas: 
pada Kuesioner) dan indeks aspek; 
kemudia:r'l melakukan indeks domain; dan 
evaluasi/ penilaian yang indeks SPBE. 
dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Blitar secata Masing-masing nilai 
mandiri; indeks tersebut dihitung 
Evaluasi / penilaian secara agregat dati nilai 
dokumen, yaitu melakukan tingkat kematangan 
penilaian tingkat indikator. Penghitungan 
kematangan SPBE nilai indeks aspek, 
berdasarkan dokumen yang indeks domain, dan 
berisi jawaban, penjelasan, indeks SPBE di 
dan buktl pendukung yang formulasikan dan telah 
dilakukan oleh Evaluator tertu.ang pada Petaturan 
Eksternal yang telah Menteri PANRB Nomor 
ditetapkan Kementerian 59 Tsahun 2020. 
PANRB; Nilai Indeks yang 
Evaluasi/ penilaian interviu diperoleh dari basil 
(wawancara), yaitu pemantauan dan 
melakukan penilaian tingkat evaluasi SPBE 
kematangan SPBE merepresentasikan 
berdasarkan tanya jawab tingkat kematangan 
yang dilakukan oleh pelaksanaan SPBE yang 
Evaluator Eksternal yang dikelo1npokkan 
telah ditetapkan berdasarkan predikat 
Kementerian PANRB; sebaS!i berikut: 
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INDIKATOR 
FORMULAS I 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

I 
Evaluasi/penilaian visitasi 

I (observasi lapangan), yaitu No. Nilai Predikat 
melakukan penilaian tingkat Indeks 
kematangan SPBE 1 4,2 -5,0 Memuaska 
berdasarkan pengamatan n 
langsung yang dilakukan 2 3,5 -4,2 Sangat 
oleh Evaluator Ekstemal Baik 
yang telah ditetapkan 3 2,6 -3,5 Baik 
Kementerian PANRB. 4 1,8- 2,6 Cukup 
Indeks Pemerintahan Digital 5 < 1,8 Kurang 
(Pemdi) adalah se buah 
kerangka kerja terstruktur Formulasi perhitungan 
yang digunakan untuk Indeks Pemdi masih 
mengukur kinerja dan dalam tahap 
tingkat kematangan pengembangan dan 
transformasi digital di setiap penyempumaan oleh 
instansi pemerintah di pemerintah, khususnya 
Indonesia. Tujuannya adalah KemenPAN-RB, sebagai 
untuk menilai kesiapan, evolusi dari lndeks 
kualitas tata kelola, layanan, Sistem Pemerintahan 
dan infrastruktur digital Berbasis Elektronik 
dalam penyelenggaraan (SPBE). Namun, 
sistem pemerintahan. berdasarkan informasi 
Komponen utama definisi yang tersedia, 
operasional Pemdi: perhitungannya 
Pengukuran transformasi didasarkan pada dua 
digital secara menyeluruh: metodologi utama: 
Memastikan bahwa 1. Penilaian tingkat
transformasi digital tidak kematane:an
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
hanya berfokus pada (menggunakan skala 
teknologi, tetapi juga kelima) 
mencakup aspek tata kelola, Ini adalah metodologi 
layanan, dan infrastruktur. utama untuk 
Penilaian kualitas dan mengevaluasi se bagian 
kematangan: Mengukur besar aspek dalam 
seberapa baik dan matang indeks. Tingkat 
instansi pemerintah dalam kematangan menilai 
menerapkan konsep seberapa baik sebuah 
pemerintahan digital, alih- proses atau sistem 
alih hanya berfokus pada diimplementasikan dan 
ke beradaan teknologi. dike lo la. 
Dasar evaluasi dan Skala kelima yang 
pembinaan: Hasil penilaian dimaksud adalah 
indeks digunakan oleh se buah rentang nilai 
instansi yang beiwenang, (misalnya, 1-5) yang 
seperti Kementerian menggambarkan tingkat 
Pendayagunaan Aparatur kedewasaan 
Negara dan Reformasi implementasi, mulai dari 
Birokrasi (PAN-RB), sebagai yang paling rendah 
dasar untuk memberikan hingga yang paling 
pembinaan dan arahan tinggi. 
perbaikan. Perhitungan untuk 
Evaluasi berkala: Evaluasi aspek ini akan 
Pemdi direncanakan akan mempertimbangkan 
dilaksanakan secara capaian instansi 
nasional setiap dua tahun, pemerintah dalam 
dimulai pada tahun 2026. aspek-aspek tertentu. 
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INDIKATOR 
FORMULAS I 

PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Contoh aspek yang 
diukur dengan tingkat 
kematangan: Tata Kelola 
Digital, Layanan Digital, 
dan Infrastruktur 
Digital. 
2. Penilaian tingkat
kepuasan
(menggunakan survei)
Metodologi ini
dikhususkan untuk
mengukur aspek
kepuasan pengguna
atau masyarakat
terhadap layanan digital
yang disediakan
pemerintah.
Penilaian ini sangat
penting karena
mencerminkan persepsi
dan pengalaman
langsung dari penerima
layanan, memberikan
gambaran yang le bih
holistik tentang
keberhasilan
transformasi digital.
Contoh aspek yang
diukur dengan
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

kepuasan: Aspek 
layanan digital yang 
berinteraksi langsung 
dengan masyarakat. 
Formulasi umum (belum 
dirilis secara publik) 
Meskipun formula 
matematis secara 
spesifik belum 
dipublikasikan, 
formulasi umumnya 
dapat digambarkan 
sebagai kombinasi dari 
kedua metodologi di 
atas. Indeks akhir 
kemungkinan 
merupakan nilai 
komposit dari rata-rata 
tertimbang ( weighted 
average ) setiap aspek 
penilaian. 

ll 

Indeks Pemdi = }) W; x S;) 
i=I 

Aspek-aspek penilaian 
Pemdi: 
Terdapat sembilan aspek 
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

penilaian dengan total 
35 indikator yang 
digunakan dalam Pemdi. 
Aspek-aspek ini dibagi 
berdasarkan rnetodologi 
penilaian yang telah 
dijelaskan: 
Aspek yang diukur 
dengan tingkat 
kernatangan: 
Tata Kelola Transforrnasi 
Digital: Kebijakan, 
rnanajernen, dan strategi 
dalam rnelaksanakan 
transforrnasi digital. 
Manajernen Risiko 
Digital: Identifikasi, 
rnitigasi, dan 
pengelolaan risiko 
terkait teknologi. 
Layanan Publik Digital: 
Ketersediaan dan 
kualitas layanan publik 
yang berbasis digital. 
Layanan Adrninistrasi 
Pernerintahan Digital: 
Digitalisasi proses 
adrninistrasi internal. 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

Arsitektur dan 
Interoperabilitas: 
Standarisasi sistem agar 
dapat sating terhubung. 
Infrastruktur Digital: 
Kesiapan jaringan, 
server, dan perangkat 
pendukung. 
Keamanan Siber: 
Perlindungan data dan 
sistem dari ancaman 
siber. 
Sumber Daya Manusia 
Digital: Kompetensi dan 
kapasitas pegawai dalam 
pemanfaatan teknologi 
digital. 
Aspek yang diukur 
dengan tingkat 
kepuasan: 
9. Tingkat Kepuasan
Pengguna:Mengukur
kepuasan masyarakat
terhadap layanan digital
yang disediakan
pemerintah.

Indeks Sistem Merit adalah suatu Penilaian penerapan Laporan hasil 1. Perangkat Daerah 

Sistem Merit kebijakan dan manajemen sistem merit dilakukan penilaian pelaksana urusan 

ASN vane: didasarkan oada berdasarkan penerapan Sistem Merit keoee:awaian dan 
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INDIKATOR FORMULAS! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

kualifikasi, kompetensi dan aspek-aspek dengan yang pengembangan 
kinerja yang diberlakukan bobot: diterbitkan oleh sumber daya 
secara adil dan wajar dengan perencanaan kebutuhan BKN manusia 
tanpa diskriminasi. (20%); 2. Seluruh Perangkat

Indeks Sistem Merit (ISM) pengadaan ( 10%); Daerah
adalah ukuran yang pengembangan karier 
digunakan se bagai standar (25%); 
penilaian penerapan Sistem prnmosi dan mutasi 
Merit pada Instansi (10%); 
Pemerintah. Penilaian manajemen kinerja 
dilakukan berdasarkan (15%); 
Permenpan Nomor 40 Tahun penggajian, penghargaan 
2018 tentang Pedoman dan disiplin (10%); 
Sistem Merit dalam perlindungan dan 
Manajemen ASN. pelayanan (5%); dan 
Indikator Merit: . sistem informasi (5%). 
Seluruh jabatan sudah Setiap aspek terdiri dari 
memiliki standar kompetensi sejumlah sub-aspek 
jabatan; dimana masing-masing 
Perencanaan kebutuban aspek dan sub-aspek 
pegawai sesuai dengan mempunyai bobot yang 
beban kerja; besarannya ditentukan 
Pelaksanaan seleksi dan berdasarkan peranannya 
promosi dilakukan secara dalam sistem merit. 
terbuka; Masing-masing sub-
Memiliki manajemen kariri aspek terdiri dari 4 
yang terdiri dari tingkatan: 
perencanaan, Kurang dengan Skor 1; 
oengembangan, oola karir jika se bai:dan besar 
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INDIKATOR FORMULAS I 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

dan kelompok rencanan elemen yang dinilai 
suksesi yang diperoleh dari belum sesuai ketentuan; 
manajemen talenta; Cukup dengan Skor 2; 
Memberikan penghargaan jika barn se bagian 
dan mengenakan sanksi elemen yang dinilai 
berdasarkan pada penilaian sudah sesuai ketentuan; 
kinerja yang objektif dan Baik dengan Skor 3; jika 
transparan; sebagian besar elemen 
Menerapkan kode etik dan yang dinilai sudah 
kode perilaku pegawai ASN; sesuai ketentuan; 
Merencanakan dan memberi Sangat Baik Skor 4; Jika 
kesempatan pengembangan semua elemen yang 
kompetensi sesuai basil dinilai sudah sesuai 
penilaian kinerja; ketentuan, walau ada 

. Memberikan perlindungan kekurangan namun 
kepada pegawai ASN dari dampaknya tidak luas. 
tindakan penyalahgunaan Nilai Total merupakan 
wewenang;dan penjumlahan dari nilai 
Memiliki sistem informasi akhir setiap Aspek. 
berbasis kompetensi yang Kategori Indeks 
terintegrasi dan dapat Penerapan Sistem Merit 
diakses oleh seluruh pegawai ASN: 

ASN. Kategori I Buruk, nilai 
100 - 174, indeks 0,2 -
0,4; 
Kategori II Kurang, nilai 
175 - 249, indeks 0,41 
0,6; 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA 
PERHITUNGAN 

JAWAB 
Kategori III Baik, nilai 
250 - 324, indeks 0,61 
0,8; 
Kategori IV Sangat Baik, 
nilai 325 - 400, indeks 
0,81 - 1. 

Nilai SAKIP Nilai SAKIP adalab nilai yang Penilaian SAKIP dihitung Kementerian 1. Perangkat Daerab
diperoleb atas basil evaluasi dengan menjumlabkan Pendayagunaan pelaksana urusan 
implementasi SAKIP di nilai pada komponen Aparatur Perencanaan, 
Pemerintah Kabupaten Blitar perencanaan kinerja, Negara dan penelitian dan 
yang dilakukan oleb komponen pengukuran Reformasi pengembangan 
Kementerian PANRB kinerja, komponen Birokrasi 2. Perangkat Daerab 
berdasarkan Peraturan. pelaporan kinerja� dan pelaksana urusan 
Menteri PANRB Nomor 88 komponen evaluasi pengawasan
tabun 2021 tentang Evaluasi akuntabilitas kinerja 3. Perangkat Daerab
Akuntabilitas Kinerja internal. pelaksana urusan
Instansi Pemerintab. Kate�ori Skor SAKIP: Sekretariat Daerab
Nilai SAKIP menunjukkan No Predika Nilai [nterp 4. Perangkat Daerab
tingkat akuntabilitas atau t irestas pelaksana urusan 
pertanggungjawaban atas i kepegawaian dan 
basil ( outcome) terbadap 1 M >90- Sanga pengembangan 
penggunaan anggaran dalam 100 t sumber daya 
rangka terwujudnya Memu manusia 
pemerintahan yang askan 5. Selurub Perangkat 
berorientasi kepada basil 2 lA. >80- Memu Daerab 
( result oriented government) �o askan 
Evaluasi pelaksanaan 3 BB >70- Sanga 
akuntabilitas kinerja 80 t Baik 
dilaksanakan terhadap 



34 

INDIKATOR FORMULA$! 
PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL PERHITUNGAN 
SU:MBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 
komponen perencanaan 4 B >60- [Baik
kinerja, komponen 70
pengukuran kinerja, 5 cc >50- Cuku 
komponen pelaporan kinerja, 60 p 
dan komponen evaluasi (Mem 
akuntabilitas kinerja adai) 
internal. 6 C >30- Kuran 

5- g

7 D >0-30 Sanga
t 
Kuran 
g 

Indeks Indeks Pengelolaan Nilai IPKD dihitumg BPKAD 1. Perangkat Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan menjumlahkan pelaksana urusan 
Keuangan adalah ukuran kinerja nilai dari keenam Pengelolaan 
Daerah pemerintah daerah dalam dimensi. Dengan rumus: Keuangan dan Aset 

mengelola keuangan daerah, IPKD = 2. Perangkat Daerah
yang menilai efektivitas, L�=1i(Nilai dimensi n x Bobo pelaksana urusan 
efisiensi, transparansi, dan Enam dimensi dan. Pendapatan 
akuntabilitas berdasarkan bobotnya: 3. Perangkat Daerah
enam dimensi. Kesesuaian dokumen pelaksana urusan 
Pengukuran IPKD peren.canaan dan pengawasan 
didasarkan pada Peraturan penganggaran (15%); 
Menteri Dalam Negeri Nomor Kualitas anggaram. 
19 Tahun 2020 tentang belanja dalam APBD 
Pengukuranlndeks (20%); 
pengelolaan Keuangan Transparansi 
Daerah. pengelolaan keuangan 

daerah (15%); 
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PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIG>NAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAW� 
Penyerapan anggaran 
(20%); 
Kondisi keuangam 
daer.ah (15%); 
Opimi Badan Pemeriksa 
Keuangan(BPK)atas 
LKPD (15%). 

Indeks Indeks Inovasi Daerah (IID) Penillaian IID dihi!tung Laporan Indeks 1. Perangkat Daerah 
Inovasi adalah seperangkat vairiabel dengan menjumlahkan Inovasi Daerah pelaksana urusan
Daerah dan indikator yang nilai pada setiap YaDlg Perencanaan,

digunakarn untuk mengukur indicator. diterbitkan oleh Penelitian dan
tingkat inovasi daerah Kementerian Pengembangan
berdasarkan periode Dalam Negeri 2. Semua Perangkat
tertentu. :Pengukuran IID Daerah
dilakukan oleh Kemenlterian 
Dalam Negeri berdasarkan 
Peraturam Menteri Dalam 
Negeri Nomor 104 Tahun 
2018 tentang Penilaiam dan 
Pemberia111 Penghargaan 
dan/ at.au Insentif Inov:asi 
Daerah. 
IID menilai variabel-vairiabel 
inovasi yang mencakup 
berbagai aspek dalam 
penyelenggaraan 
oemerintahan daerah: 
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PERANGKAT DAERAH 

NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASI())NAL 
PERHITUNGAN 

SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAf3 

Inovasi Tata Kelola 
Pemerintahan; 
Inovasi Pelayanan Pul:llik; 
dan 

. Inovasi Daerah Lainnya. 
Indikator IID: 
Tingkat Kematangan Inovasi; 
Kemanfaatan Inovasi; 
Ketersediaan Regulasi; 
Dampak dan Ke berlanjjutan; 
dan 
Kualitas dan V aliditas Data: 

5 Terciptanya Indeks Rasa Indeks Rasa Aman (IRA) IRA dihitung dengan Laporan kajian 1. Perangkat Daerah 

Suasana Aman adalah indikator yang menj:jumlahkan nilai Badan pelaksana urusan 

Kehidupan menggambarkan persepsi pada. setiap dimensi. Kesbangpol kesatuan bangsa 

Masyarakat masyarakat terhadap tingkat dan politik 

yang Aman keamanatn di lingkungannya. 2. Perangkat Daerah 

dan Kondusif Pengukuran IRA menjadi pelaksana urusan 
salah satu penentu dall.am Satpol PP i& Damkar 
menilai klualitas hidup dan 3. Perangkat Daerah 
kesejahteraan sosial di pelaksana urusan 
Kabupaten Blitar. penanggulangan
Perhitungan IRA mengadopsi bencana
kerangka kerja Indeks 4. Perangkat Daerah
Keamanam Manusia pelaksana urusan
Indonesia (IKMI) yang Sosial
dikembamgkan oleh Badan 
Perencarraan Pembangunan 
Nasional l<Baooenas}. 
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PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIO>NAL SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA 
PERHITUNGAN 

JAWAB 
Dimensi utama yang menjadi 
dasar pemgukuran IRA: 
Aman dari bencana; 
Pemenuhan kesejahteraan 
sosial; 
Perlindumgan dan 
pemanfaatan atas 
ke bhinekaan; dan 
Keamanam dari kekerasan. 

5.1 Meningkatnya Indeks Kesalehan Sosial merupakan IKS rlihitung dengan Laporan Indeks 1. Perangkat Daerah 
Ketenteraman Kesalehan ukuran yang digunakan menijumlahkan nilai Kesalehan pelaksana urusan 
, Ketertiban Sosial untuk mengetahui kualitas pada. setiap aspek Sos'ial yang Kesatuan Bangsa 
dan pemahaman dan dimensinya. diterbitkan oleh dan Politik
Kebebasan pengalaman ajaran agama Terdapat 5 (lima) Badan 2. Perangkat Daerah 
Beragama pada pemeluk agama . .Aspek dimensi yang dismrvey, Kesbangpol pelaksana urusan 

kesalehan social meliputi se bagai berikut Sekretariat Daerah 
solidaritas social (keserliaan 1) Relasi An tar Manusia 3. Perangkat Daerah 
untuk memberi dan peduli • Kerjasama • pelaksana urusan 
kepada orang lain tanpa Meqghormasi penbedaan Satpol pp dan 
mengharapkan imbalain), • Menjaga kelestarian Damkar
toleransi l(mampu budaya 2) Menjaga Etika 4. Perangkat Daerah 
menghargai perbedaan nilai- dan :Budi Pekerti 1e pelaksana urusan 
nilai kehidupan, tidak Rendah Hati • Sopan Sosial
memaksakan nilai pada Santun • Bersikap adil 5. Perangkat Daerah 
orang lain serta tidak bijaksana 3) pelaksana urusan 
menghina atau merusa.k nilai Melestarikan lingkungan Lingkungan Hidup 
yang berlDeda), kerjasam.a • Konservasi lingkungan 6. Kecamatan
(melakukan pekerjaan atau 4) Kepedulian Sosial •
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PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASI(])NAL SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA 
PERHITUNGAN 

JAWAf3 
aktifitas secara bersama- Caring• Giving 5) Relasi 
sama ber:dasarkan dengan negara dan 
kesepakaitan atau mencapai pemerintahan • 
tujuan bersama), adil Komitmen ke bangsaan • 
(perilaku;yang mampu Taat pada peraturan 
bertindak sesuai prop@rsi, perundangan. 
tersediafl3/a kesempatan Dihltung menggu111.akan 
untuk mencapai tujuan formula: 
bersama (Pula), dan 
stabilitas,/ketertiban umum (W 1 x I Relasi An tar 
(tindakan yang berhubungan Manusia ) +(W2 x I 
dengan orang lain tanpa Menjjaga Etika dalll. Budi 
mengganggu, merugikan dan Pekerti) +(W3 x I 
melanggar kesejahteraan Melestarikan lingkungan 
orang lain). ) + (W 4 x I Kepedulian 
Indeks Kesalehan Sos:tal Sosial) + (WS x I Relasi 
adalah skor yang diperoleh dengan negara dan 
dari responden sikap pemerintahan ) 
seseorang yang memiliki 
unsur kebaikan (salih) atau Wl +W2+W3+W 4it-W5 
manfaat dalam kerangjka 
hidup bermasyarakat,;yang Keterangan : 
diukur dengan aspek I = Nilai Per Dimoo.si 
solidaritas social, aspdk W =.Bobot terhitung 
toleransi, aspek kerjasama, (loading factor) umtuk 
dan aspek dimensi 
stabilitasi/ketertiban umum. 
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INDIKATOR 
FORMULAS! 

PERANGKAT DAERAH 
NO TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA PENANGGUNG 

UTAMA JAWAB 

5.2 Meningkatnya Indeks Risiko Indeks Risiko Bencana (IRB) IRB= Laporan Indeks 1. Perangkat Daerah 
Ketahanan Bencana adalah perangkat analisis Ancaman x Kcrentanan Risiko Bencana pelaksana urusan 

Kapasitas Atau Kemampu.an Menangani Bencana 

Bencana ke bencanaan yang yang Penanggulangan
Daerah mengukur dan diterbitkan oleh Bencana Daerah

membandingkan tingkat Badan Nasional 2. Perangkat Daerah 
ancaman, kerentanan, dan Penanggulanga pelaksana urusan 
kapasitas suatu daerah n Bencana Satpol pp dan 
dalam menghadapi bencana. Damkar
Perhitungan IRB dilakukan 3. Perangkat Daerah 
oleh Badan Nasional pelaksana urusan 
Penanggulangan Bencana PUPR
(BNPB). 4. Perangkat Daerah 

pelaksana urusan 
Sosial

5. Perangkat Daerah 
pelaksana urusan 
Perkimtan



LAMPIRAN II 
PERATURA� BUPATI BLITAR
NOMOR -TAHUN 2025 
TENTANG 
INDIKATOR KINERJA U1I'AMA 
TAHUN 2025 - 2029 

IND>IKATOR KINERJA UTAMA PER�NGKAT DAERAH 

NO. TUJUAN SASARAN 

INDIKA'II'OR 
KINERJA 
UTAMA 

:DEFINISI OPERASIONAL 

1. Bardan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1. I Meningkatny Indeks Si.stem Ukuratn standar penilaian 

a Merit penerapan malllajemen �SN di 
penyelenggar in'Stansi pemerintah 
aan berdasarkan kualliikasi, 
pemerintaha kompetensi, dan kine:rja 
n yang secara adil. Indeks ini menilai 
akuntabel, 8 a�ek-termasuk 
efektif dan pengadaan, karier, dan 
efisien kinerja-dengam kategori 

Sangat Baik, Baik, Kru.ramg, 
amu Buruk. Ini menjadi 
acuan dalam menciptakan 
birokrasi y;ang jprofesiom.al. 

FORMULAS! 
:PERHITUNGt\N 

Komponen Penilaian 
(ITPSN1): Pengukumn 
]PSM dilakukan terhadap 
$ as]!)ek manajemen �SN: 
pere:ncanaan ke butuhan 
( 10%), pengadaan ( 10%), 
pengembangan kairier 
(30%), promosi dan 
mutasi (10%), 
manajemen kinerja 
i20°/4), 
:penggajian/penghargaan 
/ disi,plin ( 10%), 
:perlindum.gan/ pelayanan 
{4%), dan sistem 
informasi (6%). 

Kategori lndeks: 

]nstansi pemerintah 
dl.ikla:sifikasikan menjadi: 

SUMBEIR DATA 

Badan 
Kepegawaian 
Negara 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Badan Kepegawaiian 
dan Pengembangan 
Sumber Daya 
ma:m.usia 



2 

PERANGKAT 
INDIKA'lrOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
:FORMULAS! 

SUMBERDATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
RERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

0 Sangat Baik: Nilai 
325-4!L0 (Indeks 
0,81-1,00)

0 Baik: Nilai 250-324 
(Imdeks 0,61-0,80) 

0 Kmrang: Nilai 175-
249 (Indeks 0,4tl.-
0,60) 

0 Bmruk: Nilai •O-lo/4 
(Imdeks 0,20-0,40) 

Pnosedur 
Pengukuran: Dilakukan 
melalui penilaian mand[ri 
( self-assessmem.t), survei 
p�gawai, dan verifikasi 
oleh BKN setidaknya 
selkali dalaJID 2 tahmn. 

Tllljuan: Mendorong 
penerapan sistem 
ma.najemen SDM yang 
berbasis meritokrasi 
umtuk memingkatkan 
puofesionalisme ASN dan 
mence;gah JPraktik KKN. 
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PERANGKAT 
INDIKA'il�OR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Meningkatllly Indeks Pengukuranlndeks LHE BKN BKPSDM 

a Profesionalita Profesionalitas adalah suatu 4 

Profesionalita sASN instrumen yang digunakan 
IP== L ]Pjs ASN untuk mengukur secara 

kuantita tif tingkat i=1 

profesionalitas pegawai ASN 
yang hasilnya dapat 
digunakan se bagai dasar IPl = Wlj *!Rlj 
penilaian dan evaluasi dalam IP2 = W2k * R2k 
upaya pengembangan IP3 = W31 * IR31 
profesionalisme ASM. IP4 = W4m * R4m 
Dimensi Kualifikasi = IP 1 + IP2 + IP3 +
digunakan untuk mengukur IP4 
data/ informasi mengenai 
kualifiikasi pendidikan formal Keterangan 
PNS dari jenjang palling IP == Indeks 
tinggi sampai jenjamg paling Prdfesicmalisme 
rendabl.. Dimensi Kualifikasi IPi 0= Indeks
diperhiitungkan sebesar 25% Prdfesionalisme ke-i 
(dua puluh lima persen) dari IPl = Indeks 
keseluruhan Pengukuran. Prdfesionalisme Dimensi 
Dimensi Kinerja digunakan Kualifikasi 
untuk mengukur data/ IP2 = Indeks 
informasi mengenai Prdfesionalisme Dimensi 
penilaian kinerja yaing Kompetensi 
dilakuikan berdasa:rkan IP3 = Indeks 
perencanaan kinerja pada Prdfesionalisme Dimensi 
tingkait individu dam tingkat Kinerja 
unit atau organisasi dengan IP4 = Indeks 
memperhatikan target, Prdfesicmalisme Dimensi 
capaiam, hasil, dan unanfaat Disiplin 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULA$! DAERAI!I YANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINJSI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

yang dicaipai serta perill.aku Wlj '* Rlj = Bobot 
PNS. Dimensi Kinerja Indikator ke-j * Rating 
diperhitungkan se

b

esa!r 30% Jawaban Indikator 
(tiga puluh persen) dari Kualifikasi ke-j 
keselurulo.an Pengukmran. W2k * R2k =
Dimensi Disiplin digunakan Bob©t Indikator ke-k * 
untuk mengukur Rating Jawaban 
data/informasi kepegaiwaian indikator Kualifikasi ke-k 
lainnya yang memuat W31"" R31 =
hukuman yang pernah Bob(l)t Indikator ke-1 * 
diterima PNS. Dimensi Rating Jawaban 
Disiplin diperhitungkan indikator Kualifikasi ke-1 
se besar S% (lima persen) dari W4m*R4m = Bob©t 
keseluruJn.an Pengukm;an. Indikator ke-m * Rating 

Jawaban indikator 
Kualifikasi ke-m 

Indeiks Profesionallisme 
Dimensi Kualifikasi =
IPl = Wlj * Rlj 

= Bobot Indikator 
Kualifikasi ke-j * Rating 
J awaban indikator 
Kualifikasi ke-j 

Indeiks Profesionallisme 
Dimensi Kompetetnsi =
IP2 = W2k * R2k 
= Bdbot indikator 
Komnetensi ke-k * Ratinl.! 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

FORMULA$! DAERAI!I YANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINJSI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANG·GUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Jawaban indikator 
Koll1]petensi ke-k 

Indelks Profesiona!J.isme 
Dimensi Kinerja = 
IP3 = W31 * R31 = fBobot 
indikator Kinerja lke-1 * 
Rating Jawaban 
indikator Kinerja lke-1 

Indelks Profesionallisme 
Dimensi Disiplin = IP4 = 
W4m * R4m 

Meningkatny Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian Hasil penilaian terhadap LHE Perangkat BKPSDM 

a Perangkat sistematis dari berbagai 4 komponen manajemen Daerah 
Akuntabilitas Daerah aktivitas, alat, dan prosedur kinerja antara lain 
Kinerja yang dirancang untuk 1tujuan Perencanaan Kinerja, 
Rerangkat penetapan dan pengukuran, Pengukuran Kinerja, 
Daerah pengumpulan data, Pelaporan Kinerja dan 

pengklasifikasian, evaluasi Akuntabilitas 
pengikht:i:saran dan Kinerja Internal 
pelaporam kinerja pada 
Instansi p>emerintah dalam 
rangka pertanggungjawaba n 
dan penimgkatan kinerjja 
instansi }ilemerintah 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULA$! DAERAffi YANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINlSI OPERASIONAL 

PERHITUNG'AN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

2. Bada111 Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae rah
1. Mewujudkan Opini BPK Opini BPK adalah Jenis-jenis Opini IBPK: Badan Badan Petngelolaan 

Akumtabilita atas Laporatt1 pernyataan profesional yang (1) Wajar Tanpa Pemeriksa Keuangan :dan Aset 

s Keuangan dikeluarkan BPK mengenai Pengecualian; (2) W ajar Keuangan Daerah 

Pengelolaan Pemerintah kewajaran informasi Dengan Pengecuallian; (3)

Kemangan Daerah keuangan yang disajika.n Tidalk Wajar; (4)

dam Aset (LKPD) dalam laporan keuangan, Pernyataan Menolak

Daerah (NSPK:Undan baik laporan keuangan Memberikan Opini

g-undang pemerinta.h pusat maupun 

Nomor 15 pemerinta.h daerah. O]!>ini ini 
Tahun 2004 merupakan hasil 
tentang pemeriksaan keuangam dan 
Pemeriksaan didasarkan pada Standlar 
Pengelolaan Akuntansi Pemerintaha.n 

dan (SAP) sert.a kriteria laimnya 

Tanggung seperti kecukupan 
Jawab pengungkapan,kepatuhan 

Keuangan terhadap :peraturan 
Negara) perunda:qg-undangan,dan 

efektivitas sistem 
pengendalian intern. 

Meningkatny Persentase Dimensi penyerapan J umllah Realisasi Baell.an Badan Pemgelolaan 

a Kualitas Penyerapan anggaran sebagai suatu Anggaran Belanja Pe:qgelolaan Keuangan :dan Aset 

Rengelolaan Anggaran kewajibam yang fundamental Operasi+ Belanja Keuangan dan Daerah 

Anggaran Daerah yang dalam pengelolaan keuangan Modal+ Belanja Tidak Aset Daerah 

Daerah yang Efektif, daerah. Renyerapan Terd!uga+ Belanja 

Efektif, anggaran diukur denga.n Transfer/ Jumlah 
membandingkan antar:a 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINJSI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANG-GUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Efisien dan Efisien dan anggaran dan realisas:il:nya. Anggaran Belanja 

Akuntabel Akuntabel Persentase Penyerapaan Daerah) x 100% 

anggaran belanja mengacu 
pada se berapa banyak 

realisasi Belanja Daerah 
yang dimanfaatkan untuk 
kegiatan-ikegiatan 

pembangunan. Penyerapan 
anggaran yang baik 
menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah efektif 

dalam mengelola anggaran 
dan mengalokasikan dana 

untuk kegiatan yang 

bermanfaat bagi masya.rakat. 

Meningkatny Persentase Peningkatan kualitas =(Nilai BMD / Nilai Aset Bacilan Badan Pengelolaan 

a Kualitas Tingkat pengelolaan Barang milik Tetap) x 100% Pengelolaan Keuangan :dan Aset 

Rengelolaan Kesesuaian Daerah (IBMD) yang efektif, Keuangan dan Daerah 

Barang Milik Nllai BMD efisien dan akuntabel adalah Aset Daerah 
Daerah yang pada Neraca. proses sistematis dalam 

Efektif, BMD dan pengoptimalan pemanfaatan 

Efisien dan Neraca asset daeirah melalui 
Akuntabel Keuangan perencanaan, pelaksamaan 

Daerah dan pengawasan yang 1tepat, 

(NSPK: sehingga mendukung tujuan 
Permendagri pemerinta.han yang baik dan 

7 / 2024 meningkatkan pelayanan 
tentang public. Inii dilakukan untuk 



NO. TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
UTAMA 

Perubahan 
atas Permem. 
dagri 19/ 
2016 
Tentang 
Pedoman 
Pengelolaan 
BMD) 
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DEFINlSI OPERASIONAL 

memastikan asset daerah 
digunakan secara maksimal, 
mengurai potensi 
penyalahgunaan dan 
menciptakan pemerintahan 
yang transparan serta 
dipercaya masyarakat, maka 
diperlukan kesesuaian 
pencatatan Nilai BMD. 

3. Bada:n Perencanaan Pembangunan Daerah, Renelitian dan Pengembangan
11 Meningkatny Nilai SAKIP Nilai SAKIP adalah angka 
1 a Kualitas (skor) hasil evaluasi atas 

Perencanaan implementasi Sis tern 11 serta Peran Akuntabilitas �nerja 
Riset dan Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Inovasi yang dilakukan oleh 
dalam Kemente:riian 
mendukung Pendayagunaan Aparatur 
Pembanguna Negara dan Reformasi 
n Daerah Birokrasi, yang 

mencerminkan tingkat 
akuntabilitas kinerja serta 
kualitas manajemen kinerja 
suatu instansi pemerimtah 

FORMULA$! 
PERHITUNGAN 

Nilai SAKIP = 1: (Nilai 
KoilJ!ponen x Bobot 
KoilJ!ponen) Komponen 
penilaian SAKIP yang 
berlaku saat ini (terbaru) 
sesuai pedoman 
evaluasi KemenPANRB 
yaitl!l. PermenPANRB 
Nomor 88 Tahun 2021 
KoilJ!ponen Pooilaian 
Bo bot Perencanaan 
Kinerja 30 Pengukuran 
Kinerja 25 Pelaporan 
Kinerja 15 E�aluasi 
Internal 10 Oapaian 
Kinerja (Outcome) 20 
Tota.11100 Sumber Data: 
Kementerian 

SUMBER DATA 

Kementerian 
Pendayagunaa 
n Aparatur 
Negara dan 
Reformasi 
Birokrasi 

PERANGKAT 
DAERAffi YANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Badan Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah, Penelitiaan 
dan Pengembangan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

FORMULA$! DAER.AH: YANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Pendayagunaan 
Apa:ratur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi 

Indeks Indeks Inovasi Daerah Nilai Inovasi Daerah / Kementerian Badan Perencanaan 
Inovasi adalah riilai komposit yang Inddks Inovasi Daerah = Dalam Negeri Pembangunan 
Daerah menggarribarkan tingkat E (N:ilai Aspek P6I1ilaian Daerah, Penelitiaan 

kinerja pemerintah daerah Inovasi) Sumber .Data : dan Pengembangan 
dalam melaksanakan Kementerian Dalam 

inovasi daerah, yang diukur Negeri 

berdasarkan penilaian 
terhadap inisiatif inovasi 

daerah yang meliputi 

pembaruan dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, 

pelayanan publik, dan,/ atau 
urusan pemerintahan 

daerah, sesuai dengan 

kriteria penilaian inovasi 
daerah Indeks Inovasi 
Daerah (IID) dilaitung 

berdasarkan penilaian 
Kementeriian Dalam Negeri 

terhadap inovasi daerah 

yang 1diusulkan dan 
dilaporkain oleh pemerintah 
daerah melalui sistem 



1'0 

PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULA$! DAER.AH YANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINJSI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

penilaian inovasi daerah 

Meningkatny Nilai Nilai Komponen Perencanaan Nilai komponen Kementerian Badan Perencanaan 

a Kualitas komponen adalah skor hasil penilaian Perencanaan pada. LHE Pendayagunaan Pembangunan 

Dokumen Perencanaan Kementeriian Pendayagunaan AKIF> Kabupaten = r. Aparatur Daerah, Penelitiaan 

Rerencanaan pada LHE Aparatur lNegara dan (Nilaii Komponen Negara dan dan Pengembangan 

Rembanguna AKIP Reformasi Birokrasi terhadap Perencanaan Kinerja x Reformasi 

n Daerah Ka bu paten kualitas J!)erencanaan kinerja Bob©t Komponen Birokrasi 

pemerintah kabupaten, yang Surriber Data 

mencerminkan keterpaduan, Kementerian 

keterukuran, dan oriem.tasi Pendayagunaan Aparatur 

hasil (outcome) antara Negara dan Reformasi 

dokumen perencanaan Birokrasi. 

pembangunan daerah dan 
dokumen perencanaan 

kinerja perangkat daer;ah. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULA$! DAERANYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANG-GUNG 
UTAMA JAWAB 

Meningkatny Nilai SAKIP Nilai SAK!IP Perangkat Nilai SAKIP Pera_ngkat Ba<ll.an Badan Perencanaan 

a Daerah adalah angka tskor) Daerah (hasil penfilaian Perencanaan Pembangunan 

Akuntabilitas hasil evaluasi atas Inspektorat) dihitung Pembangunan Daerah, Penelitiaan 

Kinerja penerapan Sistem seb�gai nilai komposit Daerah, dan Pengembangan 

Rerangkat Akuntabilitas Kinerja berbobot dari seluruh Penelitiaan dan 

Daerah Instansi :Pemerintah (SAKIP) kom)Ponen penilaian Peri.gembangan 

pada tingkat perangkat SAK.IP, dengan rumus 
daerah, yang mencerminkan umum: Nilai SAKIP OPD 
tingkat akuntabilitas kinerja = r. fNilai Komponen x 

dan kualiltas manajemen Bob@t Komponen) 
kinerja perangkat dae:rah Surriber : Inspektorat 
dalam mendukung Kabupaten Blitar 
pencapaian tujuan dam 
sasaran pembangunan 
daerah 

Meningkatny Persentase Persentase Rekomendasi Persentase Rekornendasi Bad.an Badan Perencanaan 

a rekomendasi Kebijakam. yang dijadikan Keb:ijakan yang dijadikan Perencanaan Pembangunan 

pemanfaatan kebijakan se bagai Landasan dalam se b�gai Landasan dalam Pembangunan Daerah, Penelitiaan 

hasil riset Pembanguna Implementasi Pembangunan Implementasi Daerah, dan Pengembangan 

dan inovasi n Daerah adalah perbandingan antara Pembangunan = (Jumlah Penelitiaan dan 

dalam yang jumlah rekomendasi rekomendasi Kebijakan Peri.gembangan 

perumusan dijadikan ke bijakan hasil yang dijadikan sebagai 
kebijakan sebagai penelitian / riset Landasan dalam 

pembanguna Landasan Bappedaliitbang yang Implementasi 

n daerah dalam digunakatn se bagai dasar Pembangunan (tahun n)/ 
Implementasi dalam pelaksanaan program Jurnllah Total 

dan kegiatan pembangunan Rek0mendasi Kebijakan 
daerah dengan jumlah total (tahun n)) x 100 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULA$! 

SUMBER DATA 
DAERAI-il YANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANG-GUNG 

JAWAB 

Pembanguna rekomendasi kebijakam yang Keteirangan 
n dihasilkan pada tahun Rekemendasi Ke bijakan 

berjalan, yang dinyatakan Hasil penelitian/ :riiset 
dalam bentuk persentase yang dilaksanakan oleh 

Bappedalitbang Sumber 

Data : Bappedalitbang 

Kabupaten Blitar 

Persentase Persentase inovasi daett:ah =(IJumlah inovasi yang Bad.an Badan Perencanaan 
inovasi dengan nilai kematangan dikirim ke Kemerrdagri Perencanaan Pembangunan 
daerah tinggi (skor di atas 90) skor kematangan,diatas Pembangunan Daerah, Penelitiaan 
dengan nilati adalah pnoporsi inovas'i 90)/(IInovasi yaqg Daerah, dan Pengembangan 
kematangam. daerah yang dikembaqgkan diinput di IID) x li00% Penelitiaan dan 
tinggi (skor dan dilaksanakan oleh Keteirangan : Defi.nisi Peqgembangan 
diatas 90) pemerintah daerah yam.g Inovasi Daerah merujuk 

telah memenuhi tingkat pada UU 23 tahun 2014 

kematangan sangat tinggi, tentang pemerintahan 
yaitu inovasi yang telah daerah dan PP 38 tahun 

diimplementasikan secara 2017 ten tang Inovasi 
berkelanjutan, memberikan Daerah Sumber Data : 
manfaat nyata, serta Bappedalitbang 
memiliki dampak sign:ffi.kan Kabupaten Blitar 
terhadap :peningkatan 

kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan 
publik. 
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INDIKAT'OR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

4. Baidan Pendapatan Daerah
1. Kontribusi Rasia PAID Merupakan indikator 

PAD Terhadap keuangan yang mengukur 
terhadap Pendapatan persentase kontribusi PAD 
ll'otal (Persen) dalam total APBD, yang 
Pendapatan menggambarkan tingkat 

kemandirian fiskal dan 
desentralisasi daerah. 

Semakin tinggi rasio ini, 

semakin rendah 
ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap bantuan 

pemerintah pusat 

Optimalnya Persenta'Se Peningkatan pendapatan asli 
Penerimaan Peningkatan daerah diketahui dari 
Pendapatan Pendapatan pendapatan tahun berjalan 

Asli Daerah Asli Daerah dengan tahun sebelumnya 

Meningkatmy Nilai SAKIP N ilai Hasil Evaluasi 
a Kinerja Akuntabilitas Kinerja 
Pelayanan Instansi Pemerintah (AKIP) 
Perangkat oleh Inspektorat Kabupaten 
Daerah Blitar 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

Rasio PAD·= 
Total Realisasi PAD 

x IOO% · 
Total Pe11dapatun .Daerah 

Persentase Peningkatan 

PAD= (PAD Tahun 

Berjalan - PAD Tahun 

se belumnya) / PAD 

Tahun se belumnya x 

100% 

Nilai laporan hasil 

evaluasi Inspektorat 

SUMBER DATA 

Badan 
Pendapatan 

Daerah 

Badan 
Pendapatan 

Daerah 

Badan 

Pendapatan 

Daerah 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Badan Pendapatan 

Daerah 

Badan Pendapatan 

Daerah 

Badan Pendapatan 

Daerah 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Meningkatny Indeks instrumen pengukuran Badan Badan Kesatuan 

a Harmoni Harmoni strategis, umumnya Kesatuan Bangsa dan Politik 

Sosial, Indonesia dilakukan oleh Kemendagri, Xi = (0,2xSkor P) + Bangsa dan 

Budaya, (IHal) untuk menilai tingkat (0,4xSkor P) + (0,4xSkor Politik 

Ekonomi dan kerukunan dan A) 

Agama keharmonisan sosial 

masyarakat berdasarkan 

empat dimensi 

utama: ekonomi (kesejahtera 

an) sosial (interaksi 

budaya (keragaman), 

dan agama (toleransi). IHal 

diukur melalui e-survei 

untuk memantau stabilitas 

dan keselarasan. 

Mewujudkan Indeks Indeks Kewaspadaan Badan Badan Kesatuan 

stabilitas Kewaspadaa Nasional (IKN) adalah alat n Kesatuan Bangsa dan Politik 

politik dan n Nasional ukur untuk memotret 
!KN= L,(Nilai Indikator; X Bobot Indikator1) Bangsa dan 

i==J 

kesatuan kesiapsiagaan bangsa IKN adalah nilai Indeks 
Politik 

bangsa di Indonesia terhadap potensi Kewaspadaan Nasional 
masyarakat ancaman, tantangan, 
melalui hambatan, dan gangguan 

n adalah jumlah total 
demokrasi terhadap keutuhan Negara indikator yang 
berdasarkan Kesatuan Republik digunakan. 
Pancasila Indonesia (NKRI). IKN 

mencakup empat dimensi Nilai Indikator i adalah 
utama: sosial, politik, nilai indikator ke-1 yang 



NO. TUJUAN SASARAN 

dan UUD 
1945 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

Meningkatny I Nilai SAKIP 
a Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. I Meningkatka Indeks 
n Kapasitas Ketahanan 
Daerah dalam Daerah 
Penanggulang (IKD) 
an Bencana 

15 

DEFINISI OPERASIONAL 

ekonomi, serta informasi dan 
keamanan, dan 
pengukurannya dilakukan 
oleh pemerintah 
melalui survei daring dengan 
sistem anonimitas untuk 
meminimalkan bias. Hasil 
dari IKN digunakan se bagai 
referensi untuk menentukan 
strategi dan langkah 
antisipasi dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban 

Nilai Hasil Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 
oleh Inspektorat Kabupaten 
Blitar 

Instrumen untuk mengukur 
kapasitas daerah dengan 
asumsi bahwa ancaman 
bencana dan kerentanan di 
daerah tersebut tetap 

FORMULAS I 
PERHITUNGAN 

telah distandardisasi 
(misalnya dalam skala 0-
100) 

Bobot Indikator i adalah 
bobot yang diberikan 
kepada indikator ke-i,

dengan total 
keseluruhan bobot ( I 
Bobot) biasanya sama 
dengan 1 atau 100% 

Nilai laporan hasil 
evaluasi Inspektorat 

Tools IKD 71 indikator 
yang terbagi dalam 7 
prioritas 

I: Skor Jawaban "YA"
IKD = =------­

Total Pertanyaan 

R
. ·

1,;: 
_ Buhaya {Hazard) x Kt.•rentumm (Vu\ocrability) 

151 0 -
Kapasitils (Capacity/JKO; 

SUMBER DATA 

Badan 
Kesatuan 
Bangsa dan 
Politik 

Badan 
Penanggulanga 
n Bencana 
Daerah 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

FORMULAS I DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Meningkatny Persentase Mengukur kegiatan layanan Jumlah kawasan rawan Badan Badan 

a Kualitas kawasan pencegahan dan bencana yang Penanggulanga Penanggulangan 

Layanan rawan kesiapsiagaan terhadap memperoleh layanan n Bencana Bencana Daerah 

Penanggulan bencana bencana pada Kawasan pencegahan dan Daerah 

gan Bencana yang rawan bencana kesiapsiagaan 

memperoleh 
= X 

layanan 100% Jumlah Kawasan 

pencegahan rawan bencanasesuai 

dan target yang ditetapkan 

kesiapsiagaa 

n terhadap 

bencana. 

Persentase Mengukur penyelesaian Jumlah kejadian Badan Badan 

penanganan penanganan darurat bencana yang ditangani Penanggulanga Penanggulangan 

darurat bencana melalui tindakan = X n Bencana Bencana Daerah 

bencana evakuasi, penyelamatan, 100% Daerah 

secara cepat pertolongan maupun Jumlah kejadian 

dan tepat pemberian logistik bencana 

ke bencanaan. 

Persentase Mengukur penyelesaian Jumlah kegiatan tata Badan Badan 

tata kelola kegiatan tata kelola sistem kelola sistem Penanggulanga Penanggulangan 

sistem penanggulangan bencana penanggulangan n Bencana Bencana Daerah 

penanggulan bencana yang disediakan Daerah 

gan bencana 
= X 100% 

yang tersedia Jumlah kegiatan tata 
kelola sistem 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Meningkatny Nilai SAKIP Nilai Hasil Evaluasi 
a Kinerja Akuntabilitas Kinerja 
Perangkat Instansi Pemerintah (AKIP) 
Daerah oleh Inspektorat Kabupaten 

Blitar 

7. Sekretariat Daerah
1. Tetwujudnya Indeks Nilai Perhitungan dari E-

kualitas Kepuasan Sukma Provindi Jawa Timur, 
Pelayanan Masyarakat Indeks Kepuasan 
Publik serta Masyarakat (IKM) dilakukan 
penyelenggar dengan merata-ratakan nilai 
aan persepsi per unsur 
pemerintaha pelayanan, kemudian 
n yang dikalikan dengan nilai 
akuntabel penimbang, dan dikonversi 
efektif dan dengan angka dasar 25 
efisien untuk skala 100. Rumus 

utamanya adalah Nilai Rata-
rata Tertimbang x 25, 

dengan kategori nilai A 

(Sangat Baik), B (Baik), C 
(Kurang Baik), atau D (Tidak 

Baik). 

Meningkatny Tingkat Perhitungan persentase dari 
a Efisiensi Capaian rata-rata nilai kinerja pada 
dan Kinerja kegiatan 
Efektifitas penyelenggar 

FORMULAS I 
PERHITUNGAN 

Nilai laporan hasil 
evaluasi Inspektorat 

Total nilai jawaban reSponden 
NRR per unsur = 

Jumlah responden 

Nilai Indeks = Rata-rata NRR per unsur 

Nilai IKM = Nilai Indeks x 25 

p K b"' 
( Jumlah Kebljakan yang Dilw,pknn ) 1001:-! mentMe c o:iJ:an = ·Jumlah �hJakan yung Diusulkan , x 1t 

SUMBER DATA 

Badan 
Penanggulanga 

n Bencana 
Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

Sekretariat 

Daerah 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Sekretariat Daerah 

Sekretariat Daerah 



INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA 

UTAMA 

pengambil a lingkup 

kebijakan koordinasi 

pemerintaha bidang 

n dan pemerintaha 

kesejahteraa n dan 

n rakyat kesejahteraa 

n rakyat 

Meningkatny Efisiensi dan 

a Efisiensi Efektifitas 

dan Kinerja 

Efektifitas Penyelenggar 

Kinerja a Urusan 

Penyelenggar Lingkup 

a Urusan Koordinasi 

Lingkup Perekonomia 

Koordinasi n dan 

Perekonomia Pembanguna 

n dan n 

Pembanguna 

n 

Meningkatny Tingkat 

a Kinerja Capaian 

Penyelenggar Kinerja 

a Urusan penyelenggar 

Lingkup a lingkup 

Koordinasi koordinasi 
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DEFINISI OPERASIONAL 

Perhitungan persentase dari 

rata-rata nilai kinerja pada 

kegiatan 

Perhitungan persentase dari 

ratarata nilai kinerja pada 

kegiatan 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

Ra.�io Eft!k!iviras = Rcalisasi Ha_5il (Output/Outcome) x JOO% 
Target Has1l (Ourput/Outcorne) 

TCK = I;(Realisasi Fisik per Kegiatan) 
x JOO% 

})Target Fisik per Kegiatan) 

PERANGKAT 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Sekretariat Sekretariat Daerah 

Daerah 

Sekretariat Sekretariat Daerah 

Daerah 



INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA 

UTAMA 

Bidang bidang 

Administrasi Administrasi 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Meningkatka Tingkat 

n Kualitas kepuasan 

Tata Kelola anggota 

Organisasi DPRD 

dan terhadap 

Aparatur pelayanan 

sekretariat 

DPRD 

Meningkatny lndeks 

a Kinerja kepuasan 

DPRD dalam masyarakat 

pelaksanaan terhadap 

Tugas dan kinerja 

Fungsi DPRD 

19 

DEFINISI OPERASIONAL 

Merupakan tingkat 

kepuasan anggota DPRD 

terhadap pelayanan 

sekretariat DPRD 

adalah persepsi atau 

penilaian subjektif anggota 

DPRD mengenai kualitas 

dukungan administrasi, 

teknis dan keahlian yang 

diberikan sekretariat. Hal ini 

diukur melalui indeks 

kepuasan terhadap kinerja 

layanan (seperti rapat, 

keuangan, dan keprotokolan) 

dengan skala penilaian. 

Merupakan ukuran 

kuantitatif dan kualitatif 

berdasarkan survei yang 

menilai persepsi publik atas 

kualitas layanan, fungsi 

legislasi, anggaran, dan 

pengawasan yang dilakukan 

DPRD. IKM membandingkan 

harapan masyarakat dengan 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

1111.kks,., ( Tm! R��::; �:��� lfn\Ur) x Nilai K1111n:.,,:i (m!.�JI: 20ainu 100$,',} 

IKM = Rata-rata Tertimbang x 25 

SUMBER DATA 

Sekretariat 

DPRD 

Sekretariat 

DPRD 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Sekretariat DPRD 

Sekretariat DPRD 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

kinerja aktual DPRD untuk 
menentukan tingkat 
kepuasan. 

Meningkatny Nilai SAKIP Nilai Hasil Evaluasi Nilai laporan hasil Sekretariat Sekretariat DPRD 
a Akuntabilitas Kinerja evaluasi Inspektorat DPRD 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) 
Kinerja oleh Inspektorat Kabupaten 
Sekretariat Blitar 
DPRD 

9. Inspektorat

1. Meningkatny Nilai Penilaian atas tingkat Badan 
· · · ··· .. ... 

Inspektorat 
a Maturitas kematangan SPIPdalam �ilai Akhir = itl-ilai Sl'!I' x ll000!1) +(Nilili .'vU{I X Bob,.n,!)+(Nl!:ii 11:::l'K x t!obo( Pengawas 

.. . .. . .. 

penyelenggar SPIP mencapai tujuan Keuangan dan 
aan pengendalian yang meliputi Pembangunan 
pemerintaha efektivitas dan efisiensi 
n daerah pencapaian tujuan 
yang efisien, organisasi keandalan 
ef ektif, dan pelaporan keuangan, 
antikorupsi pengamanan aset negara dan 

ketaatan terhadap 
perundang - undangan 

Meningk Skar Kapabilitas APIP adalah Badan Inspektorat 
atnya Kapabilitas kemmapuan APIP untuk Skar = (I: Skar Elemen Pengawas 
kualitas APIP melaksanakan tugas -tugas Terpenuhi / I: Total Skar Keuangan dan 
penyelen pengawasan yang terdiri dari Elemen) x 100% Pembangunan 
ggaraan 3 unsur yang paling terkait (dikonversi ke level 1-5) 

pengawa san yaitu kapasitas, kewenangan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

dan dan kompetensi Sumber 
pembinaan Daya Manusia. 

10.Dinas Pendidikan
1. Meningkatka Rata-Rata Jumlah tahun yang n Dinas Dinas Pendidikan 

n Kualitas & Lama digunakan oleh penduduk RLs=¾xixi Pendidikan 
Cakupan Sekolah dalam menjalani pendidikan 

i=l 

Pelayanan (RLS) formal 

Pendidikan Keterengan 

Masyarakat RLS = Rata-rata Lama 
Sekolah 
n = Jumlah Penduduk 
Usia 15 Tahun keatas 
xi = Lama Sekolah 
Penduduk ke i yang 
berusia 15 tahun 
(Kombinasi Antara 
Partisipasi Sekolah, 
J·enjang dan Jenis 
Pendidikan yang 
Pernah/Sedang 
Diduduki, Ijazah 
tertinggi yang dimiliki 
dan tingkat/ kelas 
tertingggi yang 
pernah/ sedang 
diduduki) 

Harapan Lamanya sekolah (dalam Dinas Dinas Pendidikan 
Lama tahun) yang diharapkan Pendidikan 

akan dirasakan oleh anak 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Sekalah pada umur tertentu di masa 
(HLS) mendatang. 

Meningkatka Skar Kemampuan literasi: Nilai 
n Kemampuan rerata peserta didik 
Intelektualita Literasi berdasarkan kemampuan 
s dan jenjang SD dalam memahami, 
Karakter menggunakan, merefleksi, 
Siswa serta dan mengevaluasi beragam 
Layanan jenis teks (teks informasional 
Pendidikan dan teks fiksi) pada Jenjang 
yang Merata SD 

Skar Kemampuan literasi: Nilai 
Kemampuan rerata peserta didik 
Literasi berdasarkan kemampuan 
jenjang SMP dalam memahami, 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

n t 

IE, HLSg = FK x p'.t
i=a l 

Keterangan: 

HLSg 
= Harapan Lama 

Sekalah pada umur a di 
tahun t 
FK = Faktar Kareksi 
Ef = Jumlah Penduduk 
usia i yang bersekalah 
pada tahun t 
P{ = jumlah penduduk 
pada usia i pada tahun t 
i = usia (a, a+ 1, ... n) 

1. Rumus �rhltungan Sl<or 

Slmt Akhir = ( ��§t���t�f�}j�� ) )( I no 

2. Pedoman Kategorl Llterasl (Con't:oh) 

Be.'d11Mrlwlhll�'l 1<11i, r;kor y�rig {l"�rcigh d.l..tl��ikM llfllu� !Nlnmtcl.a:n ti11(jkal 
kelllil�IIJIJ.:"'-"'"'-�M..,,•1 

• Ting;!: Skt'1°?; �j 

• aed1n9; M S. Sklll' < I'-� 

• f:11nd11h1.!iiu;,r<GS 

1. Rumus Perhltungzin Skor 

Skr.r liter11� Pring dlhitur,g rleng�n nli'f'\JR �n:atlllUU! dtw1•: 

S�or Akhir"' ( j��::i��::1::•:: ) x ll'O 

• ikorPoroleh1mJ\Jir,h1hl)(linda,tlj11W�bai1\)lj:rm!biubvt!)Qdtbcl:XllUt1U>�lqQI 
ot;li .-:on r,:��n gii�ol. 

• Skor M1k1lm1.1rn: iotal r,k()I Wrtl�g\ 1'.Jt1g mu1�k�l dip�ro!(h. � 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 

SUMBER DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Dinas Pendidikan 
Pendidikan 

Dinas Dinas Pendidikan 
Pendidikan 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
UTAMA 

menggunakan, merefleksi, 

dan mengevaluasi bemgam 
jenis teks (teks informasianal 

dan teks fiksi) pada Jenjang 

SMP 

Skar Kemampuan numerasi: Nilai 

Kemampuan rerata peserta didik 
Numerasi berdasarkan kemampuan 

jenjang SD dalam berpikir 

menggunakan kansep, 

prosedur, fakta, dan alat 

matematika untuk 

menyelesaikan masalah 

sehari-hari pada berbagai 

jenis kanteks yang relevan. 

Jenjang SD 

Skar Kemampuan numerasi: Nilai 

Kemampuan rerata peserta didik 
Numerasi berdasarkan kemampuan 

jenjang SMP dalam berpikir 

menggunakan kansep, 
prosedur, fakta, dan alat 

matematika untuk 

menyelesaikan masalah 
sehari-hari pada berbagai 

jenis kanteks yang relevan. 

Jenjang SMP 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

Skor Numerasi = Jumlah Skor �rolehan x 100 
Skor Maksunum 

Skcr numcrosi dihltl.!"n;; t::n:b:"rlo.on pe-,-;,cnt�c ��rta dicik )':mg n-er,el)i>,li botot 
kompetcnsl minimum, ?c-nifoi.in ir,i mcng)u;i��!l!'I in�trumt:n Mi:.i..ru�� 
M!!l!!!ll1m.JAKMl yal'l\i m•n.l'Jkur �.e-nampuan D!rpi�ir m�nggun��3n k.eMei::, �•roM:luf, 

f.\lr".a, run alat ma:ii:rn�ti�� i.ntuk �nyl'lleuikan n-;nal11!\ �er..<!ri· 
h;11i. e l'l.l!.,_..., • ._1......,-"' -� 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Dinas Pendidikan 

Pendidikan 

Dinas Dinas Pendidikan 

Pendidikan 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
UTAMA 

Angka Jumlah peserta. didik di 
Pasrtisipasi jenjang SD/ sederajat dibagi 
Kasar (APK) jumlah penduduk usia 7 
SD (tujuh) sampai dengan 12 

(dua belas) tahun pada 
kab/kota yang bersangkutan 

Angka Jumlah peserta. didik di 
Partisipasi jenjang SMP / sederajat dibagi 
Kasar (APK) jumlah penduduk usia 13 
SMP (tiga belas) sampai dengan 

15 (lima belas) tahun pada 
kab/kota yang bersangkutan 

Meningkatny Nilai SAKIP Nilai Hasil Evaluasi 
a Akuntabilitas Kinerja 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) 
Kinerja oleh Inspektora.t Kabupaten 
Perangkat Blitar 
Daerah 

11.Dinas Kesehatan
1. Meningkatny Usia Angka Harapan Hidup (AHH) 

a Kualitas Harapan umumnya dihitung 
Hidup Hidup (UHH) menggunakan tabel 

Masyarakat kematian ( life table) yang 

melalui mengukur rata-rata sisa 
Pelayanan tahun hidup seseorang pada 
Kesehatan umur tertentu, sering 

disimbolkan 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

FonnulaM/RuminAPK SD: 

�PK SD"' Jum!Hh MurW SD/Ml s�..Jnaj:tl .� x i!XY..:. Jum!J, Pen...·'uLJ. l!tl;. 7-!�Tah•TI" 

Ket111r11n91m: 

• Jum!Jlh Murid: To�! semua murk! yang tiu,ekolah ijj SO.:Ml/P11�.at A. t11rma!il.lk yung 
�,u�scii00'.•1ahrU1hun11laud:,1Qlll:.Ztehun. 

• JumlahPonCudukU,la7·12nhun:Tot:il:)O;:u'.:isli,cncrudukusi:isckolthrC$1t.i 

untul:itn!tln�SO.· ...,,.,...,_i,.,,_.__\>o.a-i 

RumusAPkSMP: 

APK �\1P =' ( J�:�:��:':i!i��Y: :�
!
�;;Ji;;·) X 100� 

Kompone,,Perhftullglln: 

• Pembn11ng:Totalp@Mt111dl;IJcy-.i1111tetd•flar�ie'rtjRn9StAF"MT8,mutt<liln.j,11 
(tllfmll!l:.llcr,.rilw.8, SMPTe1hukh) pMla t.eh•.l"llliar11nbf!,j.\Uln, l�n�mEnuJne.,og 
bcr�p;JOU'1U�amcrol,.o. 

• Penyebllt:.\Jm:nh pc.-.d-.ld� �-C�� u::. a rc!o/1\1 ur.tulcj!'l\ioo.g SMP. y.ii:u :J�fa !3 
h:r.mia151ahvn. 

• Hnll:Oinyal11ka110al1ml:itn!ukp11rum-. O·•·--µ•,,• 

Nilai laporan hasil 
evaluasi Inspektorat 

HH = l)Umur Saut Meninggal) 
A 

T<Jtal Kematiun dalam Periode Tenentu 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 

SUMBER DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Dinas Pendidikan 
Pendidikan 

Dinas Dinas Pendidikan 
Pendidikan 

Dinas Dinas Pendidikan 
Pendidikan 

Dinas Dinas Kesehatan 
Kesehatan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

dengan Pendekata.n dasar 
yang umum adalah membagi 

total umur seluruh orang 
yang meninggal dengan 

jumlah total kematian dalam 
satu periode dan wilayah 
tertentu 

Meningkatny Indeks Data. dan informasi tenta.ng Rata. - rata. perhitungan Dinas Dinas Kesehatan 
aAkses dan Kepuasan tingkat kepuasan Indeks Kepuasan Kesehata.n 
Kualita.s Masyarakat masyarakat yang diperoleh Masyarakat terhadap 

Layanan terhadap dari hasil pengukuran secara pelayanan kesehata.n di 

Kesehata.n Pelayanan kuantita.tif dan kualita.tif Dinkes, Puskesmas dan 

Masyarakat Masyarakat ata.s pendapat masyarakat RSUD berdasarkan 

dalam memperoleh 
aplikasi E-Sukma IKM = 

pelayanan dari aparatur 
(IKM Dinkes + IKM 
Puskesmas + IKM RSUD 

penyelenggara pelayanan Ngudi Waluyo Wlingi +

publik dengan IKM RSUD Srengat) / 4 
membandingkan antara 
harapan dengan kebutuhan 

Meningkatka Nilai SAKIP Skor ata.u predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Dinas Kesehata.n 
n diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Kesehata.n 
Akunta.bilita.s Sistem Akunta.bilita.s Kinerja Inspektorat 

Kinerja dan Insta.nsi Pemerinta.h (SAKIP), 
Keuangan yang mengukur sejauh mana 
yang suatu insta.nsi pemerinta.h 
Terintegrasi mampu mengintegrasikan 

sistem perencanaan
1 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

penganggaran,dan 

pelaporan kinerja untuk 

mencapai tujuan. 

12. Dinas Sosial

1. Menurunnya Persentase PPKS adalah PPKS sesuai Dinas Sosial Dinas Sosial 

angka Penurunan Permensos 8/2012 tentang Jumlah PPKS (n) -

Pemerlu jumlah PPKS Pedoman Pendataan dan Jumlah PPKS (n-1) 

Pelayanan Pengelolaan PMKS dan PSKS 

Kesejahteraa (diluar ODHA dan korban x100% 

n Sosial penyalahgunaan Napza) Jumlah PPKS 

(PPKS)
Jenis PPKS yang masuk (n-1) 
dalam hitungan jumlah 
PPKS pada tahun (n) 
berdasarkan Permensos 
Nomor 8 Tahun 2012 antara 
lain: 
1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan
dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan
Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi
Korban Tindak Kekerasan
atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penvandam� Disabilitas
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelampak Minaritas
15. Bekas Warga Binaan
Lembaga Pemasyarakatan
(BWBLP)
16. Orang dengan HIV/ AIDS
(ODHA)
17. Karban Penyalahgunaan
NAPZA
18. Karban Trafficking
19. Karban Tindak
Kekerasan 20. Pekerja
Migran Bermasalah Sasial
(PMBS)
21. Karban Bencana Alam
22. Karban Bencana Sasial
23. Perempuan Rawan Sasial
Ekanami
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah
Sasial Psikalagis
26. Kamunitas Adat
Terpencil (tidak ada di Kab.

Blitar)

Meningkatny Persentase PPKS yang dapat memenuhi Dinas Sasial Dinas Sasial 

a Pemerlu ke butuhan dasar dan Jumlah PPKS yang dapat 

kesejahteraa Pelayanan menjalankan fungsi memenuhi 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

UTAMA 
PERHITUNGAN 

n Pemerlu Kesejahteraa sosialnya adalah individu, Kebutuhan dasar dan 

Pelayanan n Sosial keluarga, kelompok, menjalankan 

Kesejahteraa (PPKS) yang dan/ atau komunitas yang Eungsi sosialnya tahun 

n Sosial dapat se belumnya mengalami (n) 

(PPKS) memenuhi kerentanan sosial atau 

kebutuhan ketidakmampuan dalam X 100% 

dasar dan 
memenuhi Jumlah PPKS yang ada 

menjalankan 
tahun (n) 

fungsi 
sosialnya 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil 
a Efisiensi diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh 

dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 

Efektifitas Instansi Pemerintah (SAKIP), 

serta yang mengukur sejauh mana 

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah 

Kinerja 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 

Pemerintah penganggaran, dan 
Daerah pelaporan kinerja untuk 

mencapai tuiuan. 
13.Dinas Pemberdavaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Meningkatny Indeks 

a Kualitas Pembanguna 

Pembanguna n Gender 

n Gender
dan Anak

Ukuran untuk mengevaluasi 
kesenjangan pembangunan 
antara laki-laki dan 
perempuan. IPG mengacu 
pada capaian pembangunan 
manusia berbasis gender 

1PM Perempuan 
I PG = 

1PM Laki-Iaki 

Jika IPG= l: 
menunjukkan 
kesetaraan gender di 

PERANGKAT 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Sosial Dinas Sosial 

DP3AP2KB DP3AP2KB 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Meningkatny Indeks Ukuran untuk menilai 

a Ketimpangan kesetaraan gender dalam 

Pemberdayaa Gender (1KG) partisipasi ekonomi, politik 

ndan dan pengambilan keputusan 

Perlindungan 

Perempuan 

Rasio Indikator yang digunakan 

Kekerasan untuk mengukur tingkat 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

ketiga dimensi 
pembangunan manusia. 
Jilka IPG < 1 : 
menunjukkan bahwa 
pencapaian 
pembangunan manusia 
perempuan lebih rendah 
disbanding laki-laki. 
Jika IPG > 1: 
menunjukkan bahwa 
pencapaian 
pembangunan manusia 
perempuan lebih tinggi 
dibanding;kan laki-laki 

IKG=l 
HARM ( G

p
, G

1.
) 

G,,.1. 

Keterangan 
1KG : Indeks 
Ketimpangan Gender 
HARM(Gp,G1): Agregasi 
indeks perempuan dan 
laki-laki 
dengan7654321' rata.-
rata. harmonik 
GP,L : Agregasi 
indeks dimensi dengan 
rata.-rata. geometric 

Juml,h J>C"'11,p<Jan l"lli me�l.nl kekms.,n (lcrruasuk TPPO) 
X 100.000. 

Jumlnh penduduk pcrcni�n 

PERANGKAT 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

DP3AP2KB DP3AP2KB 

DP3AP2KB DP3AP2KB 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

terhadap kekerasan terhadap 
Perempuan perempuan, termasuk 

termasuk perdagangan orang dalam 

TPPO (per suatu wilayah 

100.000 

penduduk) 

Meningkatny Indeks Indikator yang DP3AP2KB DP3AP2KB 
1r.,-1,.1""1.i,..,,.,r,,-..1.i..o.•r1,-u;,;,,,M.,....,ll�-J.:111•c,u, ...... ,.,,11,,,1;_1u.,.,l'�""1Mh.!>11<f\11 

a Perlindungan menggambarkan pencapaian 

Perlindungan Anak pembangunan perlindungan 

Anak anak, khususnya dalam 
pemenuhan hak-hak anak 
dan perlindungan khusus 
terhadap anak 

2. Mengendalik Laju Angka yang menunjukkan DP3AP2KB DP3AP2KB 

anLaju Pertumbuha persentase perubahan (L-M)+(I-E) 1i11gkathrt11111b11han = Po x 100% 

Pertumbuha n Penduduk jumlah penduduk di suatu 
Po : Jumlah penduduk 

n Penduduk wilayah atau negara dalam 
jangka waktu tertentu awal tahun 

Terwujudnya Indeks Indikator demografi yang iBangga = (Dimensi DP3AP2KB DP3AP2KB 

Keluarga Pembanguna digunakan untuk Ketentraman + Dimensi 

yang n Keluarga (i- memperkirakan jumlah anak Kemandirian + Dimensi 

Berkualitas Bangga / yang akan dilahirkan oleh Ke bahagiaan) / 3 

IPK) seorang wanita 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil DP3AP2KB DP3AP2KB 

a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 
yang mengukur seiauh mana 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Perangkat suatu instansi pemerintah 

Daerah mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Terwujudnya Nilai Indeks Hasil survei kepuasan Rata - rata perhitungan Dinas Dinas 
Layanan Kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan Kependudukan Kependudukan dan 
Administrasi Masyarakat Masyarakat terhadap dan Pencatatan Pencatatan Sipil 
Kependuduk pelayanan berdasarkan Sipil 

andan aplikasi E-Sukma IKM 

Pencatatan Meningkatny Persentase Merupakan kepemilikan Persentase dokumen Dinas Dinas 

Sipil yang a Pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan KTP-el, IKD, KIA, Akta Kependudukan Kependudukan dan 

Efektif dan Administrfasi dokumen dan pencatatan sipil Kelahiran dan Pencatatan Pencatatan Sipil 

Efisien kependuduka kependuduk bervariasi tergantung lokasi Sipil 
n dan an dan dan dokumen spesifiknya. L KTP-el, IKD, 

Pencatatan pencatatan Dokumen yang termasuk KIA, Akta 

Sipil sipil 
dalam kategori ini antara Kelahiran 
lain Kartu Tanda Penduduk = 

Elektronik (KTP-el), Kartu x100% 
Keluarga (KK), Kartu I wajib 4 dokumen 
Identitas Anak (KIA), Akta 
Kelahiran, Akta kematian, 
Akta Perkawinan dan Akta 
Perceraian. 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Dinas 
a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Kependudukan Kependudukan dan 
Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dan Pencatatan Pencatatan Sipil 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sipil 

yang mengukur sejauh mana 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Perangkat suatu instansi pemerintah 

Daerah mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Meningkatny Indeks Desa Rilis nilai indeks desa dari 

a Kemendes dan PDT, Indeks 

Pemberdaya Desa adalah alat ukur yang 

an digunakan untuk menilai 

Masyarakat tingkat kemajuan dan 

dan kemandirian desa secara 

Kemandirian 
universal yang mencakup 6 

Desa 
dimensi pembangunan desa 
yang dirilis oleh Kementerian 
Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertine:e:al 

Meningkatny Persentase Desa mandiri adalah desa 
a Desa Mandiri yang mempunyai 

Kemandirian ketersediaan dan akses

Desa terhadap layanan dasar, 
kegiatan social, kegiatan 

ekonomi, lingkungan, 
aksesibilitas dan 
administrasipemerintahan 
yang sudah sangat baik desa 
dengan nilai indeks desa 
antara 79,63% - 100%. 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

0 Nilai lndeks Deso= 
Skcr Total Dimen.si 

. 
Total Skar MaksimaJ (635) 

I desa mandiri 
= 

X 

100% 
I desa 

SUMBER DATA 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
UTAMA 

Klasifikasi desa berdasarkan 
penilaian indeks desa 
a. Desa mandiri (79,63%-

100%)
b. Desa maju (69,35%-

79,62%)
C. Desa Berkembang

(57,39%-69,34%)
d. Desa Tertinggal (49,49%-

57,38%)
e. Desa Sangat Tertinggal (0-

49,48%)
Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang 

a diberikan dari hasil evaluasi 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

16.Dinas Perhubungan

1. Meningkatny Indeks Indeks Kepuasan 

a Kualitas Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 

dan Masyarakat pelayanan publik sektor 

Kuantitas Terhadap transportasi digunakan 

Layanan Pelayanan untuk mengukur se berapa 
puas masyarakat terhadap 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

Berdasarkan hasil 
evaluasi SAKIP oleh 
Inspektorat 

Nilai Rata•rata Ur,sur: 

Nilai Rata-rata Unsur = i1·o�l N�lni Un�ur 
um nh espon c-n 

Nilai IKM (Skola 100): 

IKM � Total R,11a-rara Niloi Unsur x 25 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Dinas Pemberdayaan 

Pemberdayaan Masyarakat dan 

Masyarakat dan Desa 

Desa 

Dinas Dinas Perhubungan 

Perhubungan 



34 

PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Perhubunga Publik Sektor layanan yang diberikan oleh 

n Transportasi pemerintah, terutama di 
bidang transportasi. IKM ini

menjadi tolak ukur kinerja 
dan membantu dalam 
meningkatkan kualitas 
layanan. Indikator 
Pembentuk: 
1. Kepuasan akan
pemenuhan sarpras
transportasi;
2. Kepuasan akan layanan
PKB; 3. Kepuasan akan
layanan Parkir;
4. Kepuasan akan
aksesibilitas dan
konektivitas angkutan

Meningkatny Indeks Indeks infrastruktur Dinas Dinas Perhubungan 

a Kualitas Infrastruktur perhubungan adalah ukuran = Indeks Sarana Perhubungan 

dan Perhubungan yang digunakan untuk Perhubungan + Indeks 

Kuantitas menilai ketersediaan dan Prasarana Perhubungan 

Infrastruktur kualitas infrastruktur 

Perhubungan 
transportasi di suatu wilayah 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Dinas Perhubungan 

a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Perhubungan 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah 
suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS I DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBERDATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

17. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
1. Meningkatny Predikat Predikat keterbukaan - Penilaian ini Dinas Dinas Komunikasi, 

a Keterbukaan informasi publik dilaksanakan melalui Komunikasi, Informatika, 

Penyelenggar Informasi adalah penilaian tahunan proses Monitoring dan Informatika, Statistik dan 

aan Publik yang dilakukan oleh Komisi Evaluasi (Monev) Statistik dan Persandian 

Pemerintaha Informasi (KI) kepada badan keterbukaan informasi Persandian 
n yang publik untuk mengukur publik.

Akuntabel, tingkat keterbukaan mereka. - Prosesnya melibatkan

Efektif dan 
Terdapat lima tingkatan pengisian kuesioner 

Efisien. 
predikat, mandiri dan presentasi 
yaitu: Informatif, Menuju uji publik di hadapan 

Melalui lnformatif, Cukup tim penilai. 
Integrasi lnformatif, Kurang - Tim penilai terdiri dari
Sistem Informatif, dan Tidak akademisi, peneliti,
Layanan Informatif. Predikat pegiat keterbukaan
Publik dan "Informatif' adalah yang informasi, dan media
Administrasi tertinggi dan menunjukkan massa

Pemerintah, bahwa badan publik tersebut 

Pengelolaan sangat terbuka dalam 

Informasi memberikan informasi 

dan keoada publik. 

Komunikasi 
Meningkatny Hasil Hasil Monitoring dan Hasil yang dihasilkan Dinas Dinas Komunikasi, 

Publik, 
a Monitoring Evaluasi (Monev) Kategori kepatuhan: Komunikasi, Informatika, 

Pengelolaan 
Keterbukaan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Informatika, Statistik dan 

Informasi Keterbukaan Publik oleh Komisi Informasi diklasifikasikan ke dalam Statistik dan Persandian 
Data 

Publik (KI) adalah penilaian tujuh kategori 
Sektoral Informasi Persandian 

kepatuhan Badan Publik 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA 
FORMULAS! 

SUMBERDATA 
DAERAHYANG 

DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

UTAMA 
JAWAB 

serta Publik oleh terhadap undang-undang berdasarkan basil 
Keamanan Komisi keterbukaan informasi evaluasi. 
Informasi Informasi publik, yang menghasilkan Daftar peringkat terbaik: 

yang klasifikasi kepatuhan dan Hasil Monev menetapkan 

Terintegrasi laporan tahunan. Hasil ini 3 Badan Publik terbaik 
mengukur se berapa baik secara nasional setiap 
Badan Publik menyediakan tahunnya, yang bisa 
dan memberikan informasi menjadi contoh bagi 
publik, mengidentifikasi yang lain. 
masalah, serta memberikan Laporan tahunan: 
rekomendasi solusi, dan Hasilnya dirangkum 
puncaknya adalah dalam laporan yang 
penetapan peringkat Badan dapat diakses publik, 
Publik terbaik nasional. seperti laporan KI dan 

SK Komisi Informasi 
Pusat. 

Indek SPBE Indeks SPBE adalah nilai Sistem Penilaian: Dinas Dinas Komunikasi, 

(ditetapkan yang merepresentasikan Setiap indikator dalam Komunikasi, Informatika, 

menggunaka tingkat kematangan aspek-aspek tersebut Informatika, Statistik dan 

n Pemdigi)/ penerapan Sistem dinilai berdasarkan Statistik dan Persandian 

Indeks Pemeri.ntahan Berbasis tingkat kematangannya Persandian 
Pemdigi Elektronik (SPBE) secara (maturity level), biasanya 

keseluruhan di se buah dalam skala 1 hingga 5, 
instansi pemerintah, yang di mana nilai yang le bih 
diukur melalui tinggi menunjukkan 
evaluasi. Indeks ini berfungsi tingkat kematangan yang 
untuk mengukur se berapa lebih baik. 
baik implementasi SPBE, Skala Nilai dan Predikat: 
mulai dari kebijakan 4,2 - 5,0: Memuaskan 
internal, tata kelola, hingga 3,5 - < 4,2: Sangat Baik 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

layanan publiknya. Selain 2,6 - < 3,5: Baik 
itu, indeks ini juga 1,8 - < 2,6: Cukup 
digunakan se bagai dasar < 1,8: Kurang 
untuk melakukan perbaikan Proses Evaluasi: 
strategis dan meningkatkan Penilaian 
kualitas layanan publik Mandiri: Instansi 
digital. pemerintah melakukan 
Indeks Pemerintah Digital penilaian awal terhadap 
(IPD) adalah indikator baru penerapan SPBE di 
yang menggantikan Indeks institusinya masing-
Sistem Pemerintahan masing. 
Berbasis Elektronik (SPBE) Verifikasi dan 
untuk mengukur dan Klarifikasi: Tim evaluator 
mendorong transformasi dari KemenPANRB atau 
digital pemerintah, yang inspektorat daerah 
berfokus pada efektivitas, melakukan verifikasi dan 
adaptasi, dan daya saing klarifikasi data penilaian 
birokrasi digital. Indeks ini mandiri melalui bukti 
mengukur berbagai aspek dukung dan wawancara. 
seperti teknologi digital, Validasi: Hasil verifikasi 
keamanan siber, layanan divalidasi untuk 
publik digital, dan kepuasan menentukan nilai akhir 
pengguna, dan akan mulai Indeks SPBE. 
digunakan secara resmi pada Hasil akhir evaluasi 
tahun 2026. SPBE ini kemudian 

digunakan se bagai dasar 
untuk merancang 
strategi dan kebijakan 
perbaikan penerapan 
SPBE di tingkat nasional 
dan daerah. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS I DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL SUMBERDATA PENANGGUNG PERHITUNGAN 

UTAMA JAWAB 

Meningkatny Nilai Aspek Nilai aspek teknologi Kerangka Umum Dinas Dinas Komunikasi, 

a efektivitas, Teknologj digital mengacu pada Formulasi Perhitungan Komunikasi, Informatika, 

efisiensi, Digital manfaat, kegunaan, dan Proses perhitungannya Informatika, Statistik dan 

transparansi, dampak yang dihasilkan dari biasanya melibatkan Statistik dan Persandian 

dan penerapan teknologi digital langkah-langkah berikut: Persandian 
aksesibilitas dalam berbagai konteks, Penentuan 

pelayanan baik untuk individu, Aspek/Indikator Kunci: 

publik organisasi, maupun Mengidentifikasi aspek-

berbasis 
masyarakat secara luas. aspek spesifik yang 
Penilaian ini melibatkan relevan dengan tujuan 

digital evaluasi berbagai dimensi penilaian. 
sehingga untuk menentukan Penetapan Metode 
terwujud efektivitas dan kontribusi Pengumpulan Data: 
sistem teknologi tersebut. Menggunakan survei, 
layanan Aspek-aspek utama yang wawancara, observasi, 
publik dan dinilai dalam teknologi atau analisis data 

administrasi digital meliputi: kinerja. 

pemerintah Keterampilan Digital (Digital Sistem Penskoran: 

yang Skill): Kemampuan individu Memberikan bobot pada 

terintegrasi untuk menggunakan, setiap indikator dan 
mengelola, dan memahami menetapkan skala 
teknologi digital secara penilaian (misalnya, 
efektif, termasuk perangkat Skala Likert 1-5, 
keras, perangkat lunak, dan persentase, atau 
internet. kategori). 
Etika Digital (Digital Perhitungan Nilai Akhir: 
Ethics): Penerapan perilaku Merangkum skor dari 
yang bertanggung jawab, semua indikator untuk 
beretika, dan sesuai norma mendapatkan nilai total 
saat berinteraksi di ruang atau tingkat 
diu:ital. kematangan. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULASI DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Budaya Digital (Digital 
Culture): Membangun 
perilaku, kebiasaan, dan 
nilai-nilai baru yang relevan 
dalam lingkungan digital, 
yang sejalan dengan nilai-
nilai yang berlaku di 
masyarakat. 
Keamanan Digital (Digital 
Safety): Kesadaran dan 
kemampuan untuk menjaga 
keamanan informasi pribadi 
dan institusi, serta 
melindungi diri dari 
ancaman siber seperti 
penipuan atau peretasan. 
Inovasi: Sejauh mana 
teknologi digital mendorong 
penciptaan solusi, produk, 
atau proses baru yang 
memberikan keunggulan 
atau efisiensi. 
Efisiensi dan 
Produktivitas: Peningkatan 
dalam kecepatan, kualitas, 
dan pengurangan biaya 
operasional yang dihasilkan 
dari otomatisasi dan 
optimalisasi proses 
menggunakan teknologi 
digital. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Pengalaman Pengguna (User 
Experience): Kemudahan 
penggunaan dan kepuasan 
yang dirasakan oleh 
pengguna akhir saat 
berinteraksi dengan produk 
atau layanan digital. 
Akses dan 
Inklusivitas: Sejauh mana 
teknologi digital dapat 
diakses oleh semua lapisan 
masyarakat, tanpa 
memandang batasan 
geografis, ekonomi, atau 
fisik. 
Dampak 
Ekonomi: Kontribusi 
terhadap pertumbuhan 
pendapatan, penciptaan 
peluang bisnis barn 
( seperti e-commerce), dan 
peningkatan daya saing di 
pasar. 
Mengukur nilai aspek 
teknologi digital sering kali 
melibatkan penetapan 
Indikator Kinerja Utama 
(KPI) untuk melacak 
kemajuan dan memastikan 
perbaikan berkelanjutan dari 
waktu ke waktu. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Nilai Aspek Nilai aspek keterpaduan nilai aspek ini Dinas Dinas Komunikasi, 

Keterpaduan layanan digital pemerintah ditentukan melalui: Komunikasi, Informatika, 

Layanan merujuk pada integrasi dan Penilaian Kematangan Informatika, Statistik dan 

Digital kolaborasi antar-layanan (Maturity Statistik dan Persandian 

Pemerintah digital (SPBE) yang ada Assessment): Setiap Persandian 
untuk memberikan indikator dinilai 
pelayanan publik yang lebih berdasarkan tingkat 
efisien, cepat, dan terpadu, kematangannya, 
di mana data dan proses biasanya dalam skala 
dapat saling terhubung dan level (misalnya, level 1 
tidak lagi berdiri sendiri. hingga 5). Penilaian ini 
Keterpaduan ini bertujuan didasarkan pada bukti 

untuk menciptakan dukung yang valid, 
kemudahan bagi masyarakat seperti dokumentasi 
melalui sistem yang lebih kebijakan, laporan 
transparan, akuntabel, dan implementasi, hasil 
mudah diakses. audit, dan notulen rapat 

evaluasi. 
Pembobotan: Setiap 
indikator mungkin 
memiliki bobot yang 
berbeda dalam 
menentukan nilai akhir 
aspek keterpaduan. 
Agregasi Nilai: Nilai dari 
berbagai indikator 
tersebut kemudian 
digabungkan untuk 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

menghasilkan nilai aspek 
keterpaduan. 
Nilai akhir ini kemudian 
berkontribusi pada 
perhitungan keseluruhan 
Indeks SPBE instansi 
yang bersangkutan, yang 
hasilnya diumumkan 
secara berkala oleh 
Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kementerian 
PANRB). 

TeIWUjudnya Indeks Indeks Pembangunan Perhitungan Indeks Dinas Dinas Komunikasi, 

Penyelenggar Pembanguna Statistik (IPS) adalah ukuran Pembangunan Statistik Komunikasi, Informatika, 

aan Statistik n Statistik untuk menilai tingkat (IPS) tidak menggunakan Informatika, Statistik dan 

Sektoral (IPS) kematangan rumus tunggal yang Statistik dan Persandian 

sesuai penyelenggaraan statistik sederhana, melainkan Persandian 

tahapan dan sektoral dan Satu Data hasil dari 

prinsip Satu 
Indonesia (SDI) di lembaga proses Evaluasi 
pemerintah. IPS dihitung Penyelenggaraan 

Data 
berdasarkan hasil evaluasi Statistik Sektoral 

Indonesia mandiri dan asesmen dari (EPSS) yang 
Badan Pusat Statistik (BPS) komprehensif. Secara 
untuk mengukur capaian garis besar, IPS dihitung 
dan kualitas data di sebagai rata-rata 
kementerian, lembaga, dan tertimbang dari hasil 
pemerintah daerah penilaian kualitas 

penyelenggaraan 
statistik sektoral pada 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

se buah instansi a tau 
daerah, yang didasarkan 
pada berbagai indikator 
yang diukur melalui 
tahapan EPSS. 
Tahapan dan dasar 
perhitungan 
Proses EPSS: EPSS 
terdiri dari be berapa 
tahapan penilaian yang 
dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) 
secara berjenjang, 
meliputi: 
Penilaian mandiri 
Penilaian dokumen 
Penilaian melalui 
wawancara 
Penilaian visitasi 
(opsional) 
Harmonisasi dan pleno 
Pengukuran Kualitas: 
Hasil dari tahapan-
tahapan tersebut 
kemudian diolah untuk 
mengukur tingkat 
kematangan kualitas 
penyelenggaraan 
statistik sektoral dan 
Satu Data Indonesia 
,son. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Rata-rata Tertimbang: 
Data dari berbagai 
indikator yang telah 
dinilai akan dirata-
ratakan dengan bobot 
tertentu untuk 
mendapatkan nilai IPS 
akhir. 
Tujuan: Tujuannya 
adalah untuk 
menggambarkan kualitas 
penyelenggaraan 
statistik di instansi 
pemerintah, lembaga, 
maupun pemerintah 
daerah. 

Meningkatny Indeks KAMI Indeks KAMI (Keamanan Langkah-langkah Dinas Dinas Komunikasi, 

a Keamanan (Keamanan Informasi) adalah alat perhitungan dan Komunikasi, Informatika, 

Siber dan lnformasi) evaluasi yang digunakan penilaian lnformatika, Statistik dan 

Sandi di untuk mengukur dan Penilaian Statistik dan Persandian 

Lingkungan menilai kesiapan, Mandiri: Organisasi Persandian 

Pemerintah 
kelengkapan, dan melakukan penilaian 

Daerah 
kematangan penerapan mandiri berdasarkan 
keamanan informasi di suatu instrumen Indeks KAMI 
organisasi, baik pemerintah untuk mengukur tingkat 
maupun swasta. Alat ini kesiapan mereka. 
membantu mengidentifikasi Penilaian ini didukung 
area yang perlu diperbaiki oleh bukti-bukti 
dalam menerapkan kerangka kebijakan dan prosedur 
kerja keamanan informasi, yang sudah ada. 
seperti yang didefinisikan 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

dalam standar SNI ISO/IEC Verifikasi: Hasil 
27001. Penilaiannya penilaian mandiri 
mencakup beberapa kategori diajukan untuk 
utama, termasuk Tata diverifikasi oleh pihak 
Kelola, Pengelolaan Risiko, yang berwenang, seperti 
Kerangka Kerja, Pengelolaan Badan Siber dan Sandi 
Aset, dan Aspek Teknologi, Negara (BSSN). 
serta beberapa suplemen Analisis Hasil: Hasil 
seperti keamanan pihak evaluasi disajikan dalam 
ketiga, cloud, dan bentuk indeks 
perlindungan data pribadi. kematangan, yang 

digunakan untuk 
mengidentifikasi area 
yang perlu ditingkatkan 
dan menetapkan 
prioritas perbaikan. 
Peningkatan 
Kualitas: Hasil indeks 
KAMI berfungsi se bagai 
sarana untuk 
meningkatkan kesadaran 
akan pentingnya 
keamanan informasi dan 
dapat digunakan sebagai 
panduan untuk 
mencapai standar 
sertifikasi ISO 27001. 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Dinas Komunikasi, 

a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Komunikasi, Informatika, 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Informatika, Statistik dan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Statistik dan Persandian 
Perangkat yang mengukur sejauh mana Persandian 
Daerah suatu instansi pemerintah 

mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

18.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1. Meningkatny Persentase Persentase koperasi Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, 

a Koperasi koperasi berkualitas adalah rasio I koperasi U saha Kecil dan Usaha Kecil dan 
Berkualitas yang jumlah koperasi yang berkualitas Menengah Menengah 
dan Usaha berkualitas memenuhi kriteria = X 100% 

Mikro Naik sehat/cukup sehat dan Total koperasi 

Kelas dalam memenuhi setidaknya 3 dari Aktif 

Mendukung 
5 indikator kinerja (RAT 2 

Produktifitas 
tahun berturut-turut, 
peningkatan anggota, omzet, 

Potensi Lokal SHU, dan penilaian 
kesehatan) dibandingkan 
total koperasi aktif. Data ini 
diukur dalam persentase (%) 
dan menggambarkan kinerja 
kesehatan serta 
pertumbuhan koperasi. 

Jumlah UKM Jumlah UKM (Usaha Kecil Jumlah UKM Naik Kelas 
naik kelas Menengah) naik kelas = Total UMKM (tl) - Total 

didefinisikan UMKM (tO) (pada skala 
sebagai peningkatan status usaha le bih tinggi) 
usaha dari tingkat yang lebih 
rendah ke tinaka t le bih tirnuri 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS I DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

(mikro ke kecil, atau kecil ke 
menengah) yang diukur dari 
kenaikan omzet, aset, jumlah 
tenaga kerja, legalitas usaha, 
dan jangkauan pasar, atau 
minimal memenuhi 3 dari 5 
kriteria peningkatan 
terse but. 
• Indikator Utama Kenaikan

Kelas:

o Peningkatan Omzet dan
Aset: Peningkatan volume
pendapatan dan total
aktiva/ modal.

o Peningkatan Kualitas &
Legalitas: Memiliki minimal
2 legalitas usaha (misal:
NIB, PIRT, Halal) dan
peningkatan kualitas
produk.

o Peningkatan
SDM: Penambahanjumlah
tenaga kerja.

o Peningkatan
Pemasaran: Perluasan

jangkauan pasar
(digitalisasi, ekspor).
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

• Kategori Kenaikan Kelas:

o Mikro ke Kecil: U saha
mikro yang berkembang
menjadi usaha kecil.

o Kecil ke Menengah: U saha
kecil yang berkembang
menjadi usaha menengah.

o Berdasarkan
Indeks: UMKM Tradisional
ke Berkembang, atau
Berkembang ke Modern
(berdasarkan 12 aspek
manajemen).

Meningkatny Persentase Persentase peningkatan Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, 

a jumlah meningkatny koperasi yang berkualitas I koperasi berkualitas U saha Kecil dan Usaha Kecil dan 

Koperasi akoperasi yang memenuhi 3 kriteria, Tahun N - I koperasi Menengah Menengah 

yang yang antara lain: Berkualitas tahun (N-

Berkualitas berkualitas -RAT 2 tahun berturut-turut 1) 

berdasarkan -pemeriksaaan Kesehatan = .1>.100% 

hasil 
koperasi cukup sehat I koperasi aktif 

pemeriksaan 
-meningkatnya volume

kesehatan 
usaha

koperasi 

Meningkatny Persentase Persentase jumlah usaha Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, 

a Jumlah jumlah mikro naik kelas yang U saha Kecil dan Usaha Kecil dan 
memenuhi minimal 3 kriteria Menengah Menengah 
dari 5 kriteria. antara lain : 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL SUMBER DATA 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Usaha Mikro usaha mikm -aspek i:roduksi U saha mikro naik 

Naik Kelas naik kelas -aspek p!masaran kelas 
(oflline / online) = AlOQ°/o 

-aspek kelembagaan I usaha mikro 
-aspek keuangan keseluruhan 
-aspek SDM

Meningkatny Nilai SAKIP Skor at.au predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, 

diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh U saha Kecil dan Usaha Kecil dan 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Menengah Menengah 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 

19. Dinas Tena,m Keria
mencaoai tuiuan. 

1. Meningkatny Tingkat Persentase jumlah Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja 

a Penganggura pengangguran terhadap I pengangguran Kerja 
Kesempatan n Terbuka jumlah angkatan kerja = X 100% 

Kerja (TPT) I Angkatan kerja 

Meningkatny Persentase Persentase jumlah Angkatan Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja 

a penyerapan kerja yang berhasil diserap I Angkatan kerja Kerja 

Penyerapan tenaga kerja at.au dipekerjakan yang bekerja 

Tenaga Kerja dibandingkan dengan total = X 100% 

Angkatan kerja pada tahun I Angkatan kerja 
ke-n 



50 

PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor a tau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Tenaga Dinas Tenaga Kerja 

a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Kerja 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah 
suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

20.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Meningkatka Indeks Indeks infrastruktur Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

n Kualitas infrastruktur pekerjaan umum didapatkan Indeks = Umum dan Umum dan Penataan 

Infrastruktur pekerjaan dari rata-rata penjumlahan (Bobot1 xSkori) + Penataan Ruang 

Pekerjaan umum capaian infrastruktur jalan (Bobot2xSkor2) + ... + Ruang 

Umumyang kondisi mantap, irigasi (Bobotn
xSkorn) 

menjadi
kondisi baik, cakupan air 

Kewenangan
minum dan cakupan sanitasi Skor : Hasil dari 

Ka bu paten
pengukuran setiap 
indikator, yang 
kemudian dinormalisasi 
agar memiliki rentang 
nilai yang sama, missal 
dari O - 100 
Bobot : Angka persentase 

yang menunjukkan 
tingkat kepentingan dari 
setiap komponen 
terhadap total indeks 
keseluruhan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Meningkatny Persentase Perbandingan panjang Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a Kualitas irigasi saluran irigasi dalam kondisi Panjang saluran Umum dan Umum dan Penataan 
Infrastruktur kabupaten baik terhadap panjang irigasi dalam Penataan Ruang 
Sumber Daya dalam saluran irigasi kabupaten. kondisi baik Ruang 
Air kondisi baik Panjang jaringan irigasi = X 100% 

adalah panjang jaringan Panjang saluran 
irigasi dalam kondisi baik Irigasi kabupaten 
pada tahun berjalan. 
(Panjang saluran irigasi 
adalah saluran irigasi yang 
ada di kabupaten blitar) 

Meningkatny Persentase Jumlah rumah tangga yang Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a Kualitas rumah mendapatkan akses Umum dan Umum dan Penataan 

dan Cakupan tangga terhadap air minum melalui Penataan Ruang 
Pelayanan Air berakses air SPAM jaringan perpipaan Ruang 
Minum dan minum dan bukan jaringan 

Air Limbah perpipaan adalah jumlah L rumah tangga 
rumah tangga yang terlayani yang mendapatkan 
air minum akses terhadap air 

minum melalui 
SPAM jaringan 
perpipaan dan bukan 
jaringan perpipaan 
terlindungi 

= x100% 

L rumah tangga di 
kabupaten blitar 

Persentase Jumlah rumah tangga dalam Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

rumah suatu wilayah yeng telah Umum dan Umum dan Penataan 
tangga mendapatkan layanan 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

berakses air pengolahan air limbah I rumah tangga Penataan Ruang 

limbah domestik yang layak, baik yang memperoleh Ruang 

domestik melalui system pengolahan layanan pengolahan 
terpusat (off-site) maupun air limbah domestic 
system setempat (on-site), terlindungi 
sesuai dengan standar teknis = X 100% 

dan kesehatan lingkungan I rumah tangga di 

yang berlaku kabupaten blitar 

Meningkatny Persentase Jumlah PBG yang sesuai Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a kualitas kepatuhan peruntukannya adalah I PBG yang sesuai Umum dan Umum dan Penataan 

bangunan PBG & SLF jumlah PBG yang telah peruntukannya Penataan Ruang 

Gedung yang Kabupaten/k disetujui dan sesuai = X 100% Ruang 

menjadi ota fungsinya pada tahun I PBG yang berlaku 

kewenangan 
berjalan dan jumlah PBG 

kabupaten 
yang berlaku adalah jumlah 
total pengajuan PBG yang 
sudah disetuiui 

Meningkatny Tingkat J alan kondisi baik adalah Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a Kualitas kemantapan semua ruas jalan dengan I panjang jalan Umum dan Umum dan Penataan 

Infrastruktur jalan tingkat kerusakan s 6% dalam kondisi baik Penataan Ruang 

Jalan kabupaten dan sedang Ruang 
= X 100% 

I panjang jalan 
kabupaten 

Meningkatny Persentase Merupakan jumlah Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a Kesesuaian ketaatan pembangunan yang ta.at Umum dan Umum dan Penataan 

Pemanfaatan pembanguna terhadap perencanaan ta.ta Penataan Ruang 

Ruang n terhadap ruang adalah jumlah Ruang 

perencanaan pembangunan yang sesuai 

ta.ta ruang dengan RTRW, RDTRK 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS I DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASION� SUMBER DATA PENANGGUNG PERHITUNGAN 

UTAMA JAWAB 

L pe111.gajuan 
pembangunan yarng 
taat terhadap 
perencanaan tata 
ruang 

= x ll00% 

L pengajuan ijin 
pembangunan 

Meningkatny Rasio area Merupakan luas area Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a Kualitas pelayanan pelayanan persampahan Luas area pelayanan Umum dan Umum dan Penataan 

Infrastruktur persampaha dengan membandingkan pengelilaan sampah Penataan Ruang 

Persampahan n per satuan jumlah total luas wilayah (KM21 Ruang 

penduduk (desa/ dusun) yang sudah = X 100 

dibangun TPS/TPA/TP3Rdi Luas kabupaten blitar 
kabupaten blitar. Luas area 
kabupaten adalah luas 
wilayah total di wilayah 
kabupaten 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan 

a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Umum dan Umum dan Penataan 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Penataan Ruang 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAK.IP), Ruang 
Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran,dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tujuan. 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

21.Dinas Perumahan Rakvat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
1. Meningkatny Persentase Merupakan perbandingan 

a Akses perumahan antara luas kawasan 

Perumahan dan Kawasan permukiman yang telah 

dan permukiman memenuhi kriteria akses 

Kawasan dengan akses infrastruktur yang layak 

Permukiman infrastruktur dengan total luas kawasan 

yang berkelanjuta 
permukiman secara 

berkelanjuta n 
keseluruhan dalam periode 
waktu tertentu. Indikator ini 

n
sering digunakan untuk 
mengukur peningkatan 
kualitas hidup dan 
ke berhasilan program 
pembangunan perumahan 
dan permukiman. 

Terfasilitasin Persentase Merupakan banyaknya 
ya Warga warga negara rumah tangga korban 

Negara korban bencana dan relokasi 

terdampak bencana program kabupaten yang 

Bencana yang difasilitasi dengan rumah 

memperoleh tangga korban bencana dan 

fasilitasi 
relokasi program kabupaten 

rumah layak 
huni 

FORMULAS I 
PERHITUNGAN 

P ( JiJml�lt Linf¥.ung�n yang Dklukung PSU Lensk."t-) ,11,oo :,.--,,eiun,e = 
T<J1:11.I Jumlnh U.ngkungan r�nimahan 

x · ·" 

I rumah tangga 
korban bencana & 
relokasi program 
kabupaten yang 
difasilitasi 

= X 100% 

I rumah tangga 
korban korban 
bencana & relokasi 
proJ;?;ram kabupaten 

SUMBERDATA 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat, 
Kawasan 

Permukiman 
dan Pertanahan 

Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 

Kawasan 
Permukiman 

dan Pertanahan 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Tersedianya Persentase Merupakan angka 

rumah layak rumah layak perbandingan (rasio) antara 

huni huni jumlah rumah tangga yang 
menempati hunian yang 
memenuhi kriteria 
ketahanan bangunan, 
kecukupan luas, serta akses 
sanitasi dan air minum 
layak, dengan total seluruh 
rumah tangga di suatu 
wilayah pada kurun waktu 
tertentu, yang dinyatakan 
dalam bentuk persentase (%) 

Terevitalisasi Persentase Indikator ini mengukur 

nya kawasan luas proporsi (persentase) luas 

permukiman kawasan kawasan permukiman 

permukiman kumuh dengan 

kumuh luasan kurang dari 10 

dibawah 10 hektar (per satu 

ha 
kawasan/lokasi) yang telah 
berhasil ditangani 
(peningkatan kualitas atau 
pencegahan) oleh pemerintah 
kabupaten dalam kurun 
waktu tertentu, 
dibandingkan dengan total 
luas kawasan permukiman 
kumuh (<10 ha) yang 
ditetapkan melalui SK 
Buoati 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

Peroen{m:e Rumah Lavak Huni = ·-- .J:_�umo.� �'.Ya_�_H_u�i __ x JOO% • I;Totlll Rumnh/Rum11h T11ng.,g11 

Pcrscu� = lu��,:tt:�:�'.:�� �u:u� :;g!
i

����li,!�' x lw;f 

SUMBER DATA 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat, 

Kawasan 

Permukiman 

dan Pertanahan 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat, 

Kawasan 

Permukiman 

dan Pertanahan 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan 

Pertanahan 

Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 

Pertanahan 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
UTAMA 

Terlasilita.sin Persenta.se Merupakan ukuran kinerja 
ya permasalaha yang menunjukkan tingkat 

Permasalaha n pertanahan keberhasilan dinas atau 

n Pertanahan yag instansi perta.nahan dalam 

terlasilitasi menangani kasus sengketa., 
konflik, atau perkara 
perta.nahan melalui 
mekanisme fasilita.si, 
mediasi, ata.u penyelesaian 
administratif dalam kurun 
waktu tertentu 

Meningkatny Persenta.se Merupakan indikator untuk 
a perumahan mengukur proporsi jumlah 

infrastruktur yang unit rumah atau perumahan 

penunjang dilengkapi yang telah dilengkapi 

perumahan PSU infrastruktur fisik 
(Prasarana, Sarana, dan 
Utilitas Umum) 
sesuai siteplan yang 
disetujui, mencakup jaringan 
jalan, drainase, air bersih, 
listrik, dan RTH. Tujuannya 
adalah menjamin lingkungan 
hunian yang sehat, aman, 
dan terjangkau 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang 

a diberikan dari hasil evaluasi 

Akunta.bilita.s Sistem Akuntabilita.s Kinerja 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 
yang mengukur sejauh mana 
suatu instansi oemerinta.h 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

P��ntf8e = ( Jumluh Kasu� 11.:riunah:m J'lm� 'li:rfu,ilii.1'i 
) X ICXY.4 

Torn! Kasus Pen.1n:than yang Dll-'1X1rk1m/T.irge1 

Juml;ili unit runl!lh/perurnah:m yang!iudah dilcngkapi PSL. x JOO% 
Tora! jumluh uni,. runrnh!pemmnh:i.n )'3ng se-.1:lngllelah di0.1ngun 

Berdasarkan hasil 
evaluasi SAKIP oleh 
Inspektorat 

SUMBER DATA 

Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 
Kawasan 
Permukiman 
dan Pertanahan 

Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 
Kawasan 
Permukiman 
dan Perta.nahan 

Dinas 
Perumahan 
Rakyat, 
Kawasan 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan 
Pertanahan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Perangkat mampu mengintegrasikan Permukiman 

Daerah sistem perencanaan, dan Pertanahan 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

22. Dinas Lingkungan Hid up

1. Meningkatny Indeks Indeks kualitas lingkungan IKLH = (0,376xIKA) + Dinas Dinas Lingkungan 

a Kualitas kualitas hidup (IKLH) adalah (0,405xIKU) + Lingkungan Hidup 

Lingkungan lingkungan gambaran kualitas (0,2 l 9x1KL) Hidup 

Hidup hidup lingkungan hidup pada 
suatu wilayah pada waktu Ket: 
tertentu, yang merupakan 1. IKLH : indeks kualitas
nilai komposit dari indeks lingkungan hidup
kualitas air, indeks kualitas 2. IKA : indeks kualitas
udara, indeks kualitas lahan air
dan indeks kualitas air laut 3. IKU : indeks kualitas

udara
4. IKL : indeks kualitas
lahan

Meningkatny Indeks Indeks kualitas air (IKA) Dinas Dinas Lingkungan 
a Kualitas kualitas air adalah suatu nilai yang !KA Titik Pantau = Lingkungan Hidup 
Air, Udara menggambarkan kondisi n 

Hidup Iwui dan Tutupan kualitas air yang merupakan 

Lahan nilai komposit parameter i 

kualitas air dalam suatu 
wilayah pada waktu tertentu Ket: 

W : factor pembawa 
I : sub-indeks (Q-Nilai) 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

Indeks Indeks kualitas udara (IKU) Dinas Dinas Lingkungan 

kualitas adalah ukuran yang IKU= Lingkungan Hidup 

udara menggambarkan kualitas 100 - (0�i9 x UINA -
0,01)) Hidup

udara yang merupakan nilai 
komposit parameter kualitas 
udara dalam suatu wilayah IrNA= 
pada waktu tertentu Indeks N02 +Indeks S02+Indeks PM2 

3 

Indeks NO2 = 
K onsentrasi Rat a - rat a ta� 

baku mutu udara ambien ta/

Indeks SO2 = 
K onsentrasi Rata - rat a ta� 

baku mutu udara ambien tal

Indeks PM2,s = 
Konsentrasi Rata - rata taf 

baku mutu udara ambien ta/

Ket: 
IKU: Indeks Kualitas 
Udara 

Indeks Indeks kualitas lahan Dinas Dinas Lingkungan 

kualitas merupakan gambaran IKL = IKTL + Faktor Lingkungan Hidup 

lahan kualitas tutupan lahan Koreksi Gambut Hidup 
(IKTL) yang dipengaruhi oleh 
fungsi kualitas ekosistem 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

gambut baik yang berada IKL=l00-[84,3-(TL x 
pada fungsi lindung maupun 
fungsi budidaya 

100)] X � 
54,3 

Meningkatny Indeks Indeks kinerja pengelolaan IKPS = Nilai Indikator Dinas Dinas Lingkungan 

a Pengelolaan kinerja sampah (IKPS) adalah nilai Kebijakan + Nilai Lingkungan Hidup 

Persampahan pengelolaan yang menggambarkan arah Indikator SDM dan Hidup 

dan sampah kebijakan dan strategi dalam Prasarana + Nilai 

Pertamanan (IKPS) pengurangan dan lndikator Anggaran +
penanganan sampah rumah Nilai Indikator Sosialisasi 
tangga dan sampah sejenis dan Pemahaman + N ilai 
sampah rumah tangga Indikator Capaian 
tingkat daerah Terhadap Target dan 
kabupaten/kota yang Kapasitas Efi.siensi 
terpadu dan berkelanjutan Anggaran + Nilai 

Indikator Kota Bersih +
Nilai Indikator Damoak 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Dinas Lingkungan 

a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Lingkungan Hidup 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Hidup 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah 
suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tujuan. 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

23.Dinas Peroustakaan dan Kearsipan
1. Meningkatny Indeks IPLM adalah ukuran IPLM = Laporan Hasil Dinas Perpustakaan 

a Literasi Pembanguna pembangunan literasi oleh E (nilai UPLM_i) / Pengawasan dan Kearsipan 

Masyarakat n Literasi pemerintah daerah melalui (jumlah unsur) (atau Kearspian Kabupaten Blitar 

Masyarakat penyediaan layanan dengan bobot tertentu) Eksternal Dinas 

(IPLM) perpustakaan dan dukungan Perpustakaan 
literasi. Nilai Indeks dan Kearsipan 
Pembangunan Literasi Provinsi Jawa 
Masyarakat direlease oleh 

Timur 
Perpustakaan Nasional RI, 
yang didapatkan melalui 
metode sensus (data 
sekunder / perpustakaan) 
dengan mengukur sejumlah 
unsur pembangunan literasi 
masyarakat (UPLM) dan 
aspek masyarakat (AM) 
Unsur-unsur pembangun 
literasi masyarakat (yang 
dalam beberapa laporan 
disebut sebagai UPLM -
Unsur Pembangun Literasi 
Masyarakat) yang digunakan 
adalah 7 unsur, yaitu: 
1. Pemerataan Layanan

Perpustakaan (UPLM 1)
2. Ketercukupan Koleksi

Perpustakaan (UPLM2)
3. Ketercukupan Tenaga

Peroustakaan (UPLM3)
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

4. Tingkat Kunjungan
Masyarakat / Hari
(UPLM4)

5. Perpustakaan yang
Dibina Sesuai SNP
(Standar Nasional
Perpustakaan) (UPLMS)
Kajian Indeks
Pembangunan literasi
Masyarakat yang direlease
oleh Perpusnas RI Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten
Blitar

6. Keterlibatan Masyarakat
dalam Sosialisasi
Perpustakaan (UPLM6)

7. Anggota Perpustakaan
Uumlah anggota
oeroustakaanl fUPLM7l

Indeks Hasil Penilaian Pengawasan yang IHPKpd Laporan Hasil Dinas Perpustakaan 

Pengawasan di release oleh Arsip Nasional 
= 0,6 NHPe+0,4 NHPi 

Pengawasan dan Kearsipan 

Kearsipan Republik Indonesia yang Kearspian Kabupaten Blitar 

pada diambil dari 40% N ilai IHPKpd = Indeks Hasil Eksternal Dinas 

Lingkup Pengawasan Kearsipan 
Pengawasan Kearsipan Perpustakaan 

Pemerintah 
Internal dan 60% dari 

pada Lingkup dan Kearsipan 
Pengawasan Kearsipan 

Ka bu paten 
Eksternal Pemerintahan Daerah, Provinsi Jawa 

Blitar Timur 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

NHPe = Nilai Hasil 

Pengawasan dan 

Kearsipan Eksternal, 

NHPi = Nilai Hasil 

Pengawasan Kearsipan 

Internal 

Meningkatny Nilai Tingkat TGM (Tingkat Kegemaran Laporan Akhir Dinas Perpustakaan 
a Kegemaran Kegemaran Membaca) adalah indikator 

TGM 
Kajian Gemar dan Kearsipan 

Membaca Membaca yang digunakan untuk Membaca yang Kabupaten Blitar 

Masyarakat Masyarakat mengukur minat, frekuensi, = 0,3(TFM+TDM+TJB) + direlease oleh 
durasi, dan jenis bahan 

0,0S(FAI+DAI) Perpusnas RI 
bacaan yang dibaca oleh 
masyarakat Kabupaten dimana indikator_i 
Blitar, baik secara individu adalah nilai ( skor) dari 
maupun kelompok. masing-masing elemen 
Nilai TGM mencerminkan 

(frekuensi membaca, 
sejauh mana masyarakat 
memiliki ke biasaan dan 

durasi membaca, jumlah 

kegemaran bahan bacaan, frekuensi 

Laporan Akhir Kajian Gemar akses internet, durasi 

Membaca yang direlease oleh akses internet) 

Perpusnas RI 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Kabupaten Blitar 
membaca, se bagai bagian 
dari budaya literasi. 
Nilai tersebut diperoleh 
dengan melakukan 
survei/kajian tentang 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Kegemaran Membaca 
Masyarakat Kabupaten 
Blitar. TGM diukur melalui 
survei responden 
masyarakat usia tertentu 
(10-69 tahun) menggunakan 
kuesioner Komponen 
variabel yang digunakan 
meliputi: 
1. Tingkat Frekuensi

Membaca per minggu
(TFM)

2. Tingkat Durasi Membaca
per hari (TDM)

3. Tingkat Jumlah bahan
bacaan yang dibaca per
periode tertentu (misalnya
tiap 3 bulan) (TJB)

4. Frekuensi akses internet
(week) untuk bahan
bacaan/disinformasi atau
informasi literasi (FAI)

5. Durasi Akses Internet
(DAI)

Meningkatny Nilai Berdasarkan Laporan Audit Jumlah Nilai Seluruh SK Kepala Dinas Perpustakaan 

a Kualitas Pengawasan Kearsipan Internal (LA.KI) Obyek pengawasan Dinas dan Kearsipan 

Tata Kelola Kearsipan Konsolidasi pemerintah dibagi Jumlah Obyek Perpustakaan Kabupaten Blitar 

Kearsipan Internal Kabupaten Blitar. Pengawasan dan Kearsipan 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pemerintah 
Jumlah Perangkat Blitar Tentang 
Daerah yang memiliki 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
UTAMA 

Ka bu paten Ka bu paten 
Blitar Blitar 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang 
a diberikan dari hasil evaluasi 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tujuan. 

24.Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1. Meningkatny Laju Merupakan persentase 

a pertumbuha perubahan nilai tambah 
Produktivitas n PDRB bruto yang dihasilkan dari 

Sektor perdagangan aktivitas perdagangan (jual-
besar, beli tanpa mengubah bentuk 
eceran; teknis) dan reparasi 

FORMULAS I 
PERHITUNGAN 

Nilai Pengawasan 
Kearsipan Internal 
berkategori baik 
sebanyak 35 Perangkat 
Daerah, dibandingkan 
dengan jumlah 
Perangkat Daerah yang 
dilakukan Pengawasan 
Kearsipan Internal 
sebanyak 54 Perangkat 
Daerah 

Berdasarkan hasil 

evaluasi SAKIP oleh 
Inspektorat 

I .ttju Pcr1umhuh11nit) = PIJ/tHAntlJ:,t - Pl)RH,w,o,.,-I X 100% . PD/t8A1'l/lU-I 

Keterangan: 

• Laju Pertumbuh.llD. (r): lflju f)(irtumbuhan pada tshun t (�rsani. 

• PDRBADBICJ: PDRBSekto, fi,?rdaganganAOHK (Ala; Oi;sar Hern.ii t<oo,mn) 
tahun berjeh;n/t&hun,, 

• PDRB Al>HKJ••I: PORE! Stktor Perd,gerigon AOHK t�huri &ebe,lumnyp (t - I 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 

SUMBER DATA 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Hasil 
Pengawasan 
Kearsipan 
Internal 
Pemerintah 
Ka bu paten 
Blitar 

Dinas Dinas Perpustakaan 
Perpustakaan dan Kearsipan 
dan Kearsipan Kabupaten Blitar 

Kabupaten 
Blitar 

Dinas Dinas Perdagangan 
Perdagangan dan Perindustrian 

dan 
Perindustrian 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Unggulan reparasi kendaraan bermotor di suatu 
Daerah mobil dan wilayah, dihitung 

sepeda motor berdasarkan PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan 

(ADHK) tahun tertentu, 

dalam periode waktu 

tertentu (triwulanan atau 

tahunan) dibandingkan 

dengan periode sebelumnya 

Meningkatny Persentase Mengukur dan memantau 
a Kinerja stabilitas dan kondisi pasar terkait barang-

Perdagangan jumlah barang kebutuhan pokok 

ketersediaan bagi masyarakat, serta 

harga barang sejauh mana harga barang 

kebutuhan tersebut tetap konsisten atau 

pokok 
berubah dalam periode 
waktu tertentu. 

Pertumbuha Pertumbuhan nilai ekspor 

n nilai non migas mengacu pada 

ekspor non peningkatan nilai 

migas perdagangan barang ekspor 
daerah diluar sector minyak 
dan gas (non-migas), 
termasuk roduk pertanian, 
industry pengolahan dan 
pertambangan dibandingkan 
dengan oeriode sebelumnva 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

. 
( 

Jumlah Komoclitas StabiJ/fersedia
) JOO% 

· Total Komoditas Dipantau x 0' 

KeterMgan: 

Penumlmha11 = En - En-! 
x 1001. 

£
,._1 

• E
11 

= Nilai El<spor Non-Mlgas Tahun eerjalan/Tehun n 

• E_1 = Nllei EksPor Non-Migus Tehun Sebelumnya/Tahun n-1 

SUMBER DATA 

Dinas 
Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian 

Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Meningkatny Pertumbuha Pertumbuhan industri 
a Kinerja n industri merupakan ukuran atau 

Sektor indikator yang digunakan 

Industri untuk menilai sejauh mana 

Pengolahan industri di suatu daerah 
mengalami pertumbuhan, 
dilihat dari bertambahnya 
jumlah perusahaan 
dibandingkan dengan 
periode sebelumnya. 

Persentase Penambahan modal atau 
peningkatan dana yang ditanamkan pada 

nilai sektor industri yang 

investasi menghasilkan barang-barang 

industri manufaktur (selain minyak 

pengolahan dan gas bumi) dibandingkan 

non migas 
dengan periode se belumnya 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor a tau predikat yang 
a diberikan dari hasil evaluasi 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah {SAKIP). 

= 

= 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

I industry pengolahan 
tahun N - Iindustri 
pengolahan tahun 
N-1

.21..100% 

I industry tahun 
N-1

Nilai investasi 
industri 
pengolahan non 
migas tahun N -
Nilai investasi 
industri 
pengolahan non 
migas tahun N-1 

-

x100% 

Nilai investasi industri 
pengolahan non migas 
tahun N-1 

Berdasarkan hasil 
evaluasi SAKIP oleh 

Inspt!ktorat 

PERANGKAT 

SUMBERDATA 
DAERAHYANG 

PENANGGUNG 
JAWAB 

Dinas Dinas Perdagangan 
Perdagangan dan Perindustrian 
dan 
Perindustrian 

Dinas Dinas Perdagangan 
Perdagangan dan Perindustrian 
dan 
Perindustrian 

Dinas Dinas Perdagangan 
Perdagangan dan Perindustrian 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Kinerja yang mengukur sejauh mana 
Perangkat suatu instansi pemerintah 

Daerah mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencaoai tuiuan. 

25. Dinas Ketahanan Panj:!an dan Pertanian
1. Meningkatka Kontribusi Nilai produksi dari semua 

n PDRB Sub komoditas tanaman pangan 
produktivitas Sektor yang dihasilkan dalam suatu 

tanaman Tanaman wilayah dalam periode waktu 

pertanian Pangan tertentu, yang 

serta dikontribusikan dalam 

pemantapan perhitungan PDRB wilayah 

kondisi tersebut 

ketahanan

pangan
masyarakat

Kontribusi Nilai produksi dari semua 
PDRB Sub komoditas tanaman 

Sektor hortikultura yang dihasilkan 

Tanaman dalam suatu wilayah dalam 

Hortikultura periode waktu tertentu, yang 
dikontribusikan dalam 
perhitungan PDRB wilayah 
tersebut 

Kontribusi Nilai produksi dari semua 
PDRB Sub komoditas tanaman 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

Data ri1is BPS 

. ,· _ ( PDRB Subsektor Tanaman Pangan) x JOO% Konmbu:s.i - PDRB To(al Wilayah 

Data ri1is BPS 

K�intribusi Hortikultura = ( p;:07 ��e�:;;:;:�:,:::t) X !00¼ 

At;i:,:. jika ingfn mt:ngeiahui kOfJtriCv$i t8thad11p PORS rot�/ (sel� $rtktor): 

Kontribu_�i lfollikultura � ( y��=:l;�
l
�

l
�k�:�u��:���;1') X 100% 

Data rills BPS 

SUMBER DATA 

dan 
Perindustrian 

Dinas 
Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 

Pertanian 

Dinas 
Ketahanan 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
UTAMA 

Sektor perke bunan yang dihasilkan 

Tanaman dalam suatu wilayah dalam 

Perkebunan periode waktu tertentu, yang 
dikontribusikan dalam 
perhitungan PDRB wilayah 
tersebut 

Indeks Ukuran kondisi ketahanan 

Ketahanan pangan suatu wilayah 

Pangan (IKP) berdasarkan tiga dimensi: 
ketersediaan pangan, 
keterjangkauan/ akses 
pangan, dan pemanfaatan 
oangan 

Meningkatny Produktivitas Ukuran kemampuan 
a Tanaman tanaman padi untuk 

Produktivitas Pangan menghasilkan hasil panen 

Tanaman per satuan luas lahan. 

Pertanian 

Produktivitas Ukuran kemampuan 
Tanaman tanaman cabe untuk 

Hortikultura menghasilkan hasil panen 
per satuan luas lahan 

Produktivitas Ukuran kemampuan 
Tanaman tanaman kopi untuk 

Perkebunan menghasilkan hasil panen 
per satuan luas lahan 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

1. Rumus Kontrlbusl Terhadap Total PORB 

Rum us ini tligunalo:an \iniuk menl'.;hilUl'l)I poroi �ut:s!:1,:tOI' perkebun�n da1am 

pcrckc,i01r.i.1nreglonall,:,tQ!. 

K .b . % ( 
rrnm Suh Sd:tor P�kt:hunan ) 100 unm U�l( 1"'" l'ol;il J>DKB Wil:iy.ih (Sdtror Pt-:t.lnl:m + Lai11nya) X 

2. Rumus Kontrlbust Terhadap Sektor Pertanian 

Fillrnllll ini digl!nak;in lll'lllli: monghitU:'lg p!ll;.i whsekto, i:P.l'lo:@ho!'lllfl :<,pll!'Jtik di 
da!emsJktor�.anil!n. 

Konmbu;i{%J = ( �: :::�:;;��:���;) x HD

Data rills Bapanas 

YU)"' L� .. 
1
a,X11 

Dlrna,u,: 
1 :llldll<atork&-1,2,l, .7,8,dan9 

: Kabupatenke-1.2. 3, ... 414.◄15.dW'I 416: kotl ...,_,, 2,3, .•. 96, i7,danG8 

'11 : lndeks K.i�hamtn Pll"lg8!1 kabiJp�M!n/k!lla ke•I 

a. :6obolm1Nlng-mA&lnglr!dll•.atork9-l 

X. : N�ai r.!.lndllrisul l'l'lll<ng-fTl8MIIJ indikBIOf ke-i pad& �i.l\l1(01;a k9-j 

lz!!.l.IB�».tfi.a.difllmuln � ,Wll!l!l,�E!!dir.!l.wln:K•·1 
1Kw/Ha/ l�s Pru.en fMlil!ru,iQ n 1:i"'1 

,1w��TQn{KT1 

�Ce,br11b.wJ.11
,. 

cw.�-e��•C�beBuv 

fK1r,Ha1 J:iml!,,b?.t."l&nJAb,w;niffl.l 
C-11�&9:ll.•Ca��•CJ.':}tllfW 

�i.opi!.!mYl-e J!lmll��Ko�l!!l!mn!Kw, 

!K.,,·,'H111 L1.m Pan�n K<ii:=i IMv11 t,. 11taj 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Pangan dan Pertanian 

Pertanian 

Dinas Dinas Ketahanan 

Ketahanan Pangan dan 

Pangan dan Pertanian 

Pertanian 

Dinas Dinas Ketahanan 

Ketahanan Pangan dan 

Pangan dan Pertanian 

Pertanian 

Dinas Dinas Ketahanan 

Ketahanan Pangan dan 

Pangan dan Pertanian 

Pertanian 

Dinas Dinas Ketahanan 

Ketahanan Pangan dan 

Pangan dan Pertanian 

Pertanian 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Meningkatny Skor Pola Score PPH Konsumsi adalah 
a ketahanan Pangan susunan keragaman pangan 

pangan Harapan yang didasarkan pada 

masyarakat (PPH) sumbangan energi dari 

Konsumsi kelompok pangan utama 
pada tingkat konsumsi 
pangan, yang diperoleh dari 
perhitungan prosentase 
Angka Kecukupan Gizi (AKG) 
dikalikan nilai bobot masing-
masing kelompok pangan 
dalam PPH 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang 
a diberikan dari hasil evaluasi 

Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencaoai tuiuan. 

26. Dinas Peternakan dan Perikanan
1. Meningkatka Kontribusi Besarnya sumbangan atau 

n Sektor andil dari kegiatan usaha di 

perekonomia Perikanan bidang perikanan, baik 

n terhadap perikanan tangkap, 

masyarakat PDRB perikanan budidaya, 

sektor pengolahan hasil perikanan, 
maupun pemasaran 

FORMULASI 

PERHITUNGAN 

Score PPH � �-J:W..t...;. % AKGli!h� nx Bobot 

Berdasarkan hasil 

evaluasi SAKIP oleh 

Inspektorat 

Data rilis dari BPS 

Kontribusi Perikanan = Nilai Tat;?!�s:i;�r�riknnan x 100% 

SUMBER DATA 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas 

Peternakan dan 

Perikanaan 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Pertanian 

Dinas Peternakan 

dan Perikanaan 
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INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

petemakan terhadap Produk Domestik 

dan Regional Bruto (PDRB) 

perikanan Kabupaten Blitar. 

Kontribusi Besamya sumbangan dari 

Sub Sektor kegiatan ekonomi di bidang 

Petemakan petemakan, seperti usaha 

terhadap budidaya temak, produksi 

PDRB hasil temak (daging, susu, 
telur, dan produk olahan 
temak) terhadap Produk 
Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Kabupaten Blitar 
dalam periode waktu 
tertentu. 

Meningkatny Persentase Tingkat pertumbuhan total 

a produksi Peningkatan produksi perikanan tangkap 

hasil Produksi (produksi tangkap PUD dan 

perikanan Perikanan produksi tangkap laut) dari 

tangkap satu periode ke periode 
berikutnya. 

Persentase Tingkat pertumbuhan total 

Peningkatan produksi perikanan 

Produksi budidaya (konsumsi) dari 

Perikanan satu periode ke periode 

budidaya berikutnya 

(konsumsi) 

FORMULAS! 

PERHITUNGAN 

Data rilis dari BPS 

K 'b . _ ( PDRB Subsektor Peternaknn) x I00\11 
ontn us, -

Total PORB 
c 

Produksi tahun n 
produksi tahun n-1 

= X 100% 

Produksi tahun n-1 

Produksi tahun n 
produksi tahun n-1 

= X 100% 

Produksi tahun n-1 

PERANGKAT 

DAERAHYANG 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas Dinas Petemakan 

Petemakan dan dan Perikanaan 

zPerikanaan 

Dinas Dinas Peternakan 

Petemakan dan dan Perikanaan 

Perikanaan 

Dinas Dinas Petemakan 

Petemakan dan dan Perikanaan 

Perikanaan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

UTAMA 
JAWAB 

Persentase Tingkat pertumbuhan total Produksi tahun n - Dinas Dinas Peternakan 
Peningkatan produksiperikanan produksi tahun n-1 Petemakan dan dan Perikanaan 
Produksi budidaya (non konsumsil = X 100% Perikanaan 
Perikanan dari satu periode ke periode Produksi tahun n-1 

budidaya berikutnya. 

(non 

konsumsi/ 

hias) 

Meningkatny Persentase Peningkatan total produksi Produksi tahun n - Dinas Dinas Peternakan 
a produksi Peningkatan daging sapi, kambing, produksi tahun n-1 Peternakan dan dan Perikanaan 
dan kualitas Produksi domba, ayam buras, ayam = xl00% Perikanaan 
produk Komoditas petelur, itik, ayam pedaging, Produksi tahun n-1 

peternakan Peternakan entok, kel:iinci, puyuh 

daging 

Persentase Peningkatan total produksi Produksi tahun n Dinas Dinas Peternakan 
Peningkatan telur ayam buras, ayam ras, produksi tahun n-1 Petemakan dan dan Perikanaan 

Produksi itik, entok, puyuh = x100% Perikanaan 
Komoditas Produksi tahun n-1 

Peternakan 
telur 

Persentase Peningkatan total produksi Produksi tahun n Dinas Dinas Peternakan 

Peningkatan susu sapi dan kambing produksi tahun n-1 Petemakan dan dan Perikanaan 
Produksi = X 100% Perikanaan 
Komoditas Produksi tahun n-1 

Petemakan 

susu 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJlA DEFJJNISil OPERASIONAL 

UTAMA 

I Persentase Peubandingan jumlaih 
Wilayah yang wilayah desa yang t<erkemdali 
terkendali da:ri penyakiit hewan memular 
dari penya.kit strategis denganjumlah 
hewan totaldesa dii Kabupaten JBlitar 

menular 
strategis 

Persentase Peubandingan jumlaih 
produk wilayah produk peternakan 
peternakain demgarn kondisi layak edar 
yang layak demgarnjumlah prodiuk yang 
edar diaiwasi 

Meningkatny Nilai SAK]P Sk©r atau predikat yang 
a diberikan dari hasil evaluasi 
Akuntabilitas SiSitem Akuntabilitas Kinerja 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

,,

Perangkat yamg mengukur sejauh mana 

Daerah sua.tu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
pemganggaran, �an 
pelaporan kinerja umtuk 
mencawai tuiuan. 

27. Dinas Ke budayaan dan Par:iiwisata 

1. Terwujudnya Persentase Peusentlase warisan budaya 
Pemajuan Warisan yamg diitetawkan adalah rasio 
Kebudayaan Budaya atau perbandingan antara 
serta Ka bu paten jumlahobjek warisam. 

FOJRMULASI 
PERHITUfNG.AN 

I desayang 
terkendali 

= X 100% 

I total desa 

I pmduk layak 
Edar 

= X 100% 

Produk 1ang_ diawasi 

Berd8JSarkan hasil 
evaluasi SAKIJP oleh 
Inspektorat 

Pe ( Jumlah Wnrisan,Budayn va� Dilttt1pk.'l1tfDi!l"-\tflrik.�n) IOO� UCJ'll:lSC ::: Jum!ah ixruruh wllrie11.-. l:ludoy11 :,:,in, Adil , X ' 

PERANGKAT 

SUMBERDATA 
DAERAH YANG\ 
PENANGGUNG-

JAWAB 

Dinas Dinas Peternakan 
Peternakan dan dan Perikanaan 
Perikanaam 

Dinas Dinas Peternakan 
Peternakan dan dan Perikanaan 
Perikanaan 

Dinas Dinas Peternakan 
Peternakan dan dan Perikanaan 
Perikanaan 

Dinas Dinas Kebudayaan 
Kebudayaan dan Pariwisata 
dan Pariw:iisata 
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11 INDIKATOR 
PERANGKAT 

I FOJRMlJ!LASI D�RAHYANG 
NO. TUJUAN I SASARAN KINERJlA IDEFDNISJ OPERASIONAL SUMBER DATA 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Meningkatny Blitar yang budayai (baik caigar budaya 
a_Nilai ditetapkan be1rsifa1t kebendaan maupun 

Tambah warisam budayai takbenda) 

Pariwisata yamg telah 

clan Ekonomi menda)Patkan dokullilen 

Kreatif legglitas penetapan 
res.mi dari Pemerint:a.h 
Kabupaten Blitar (SK Bupati) 
daJam kurun wa.ktu tertentu, 
dibandingkan dengan total 
jumlah. objek wa.risan 
budayai yang telah 
terinventarisasi/ teriden1lifikai 
si oleh dinas terkait. 

Rasio PDRB Merupakan persentase nilai Dinas Dinas Kebudayaan 

Penyediaan tambah yang dihasilkan oleh Ra.sio Kebudayaan dan JPariwisata 

Akomodasi, lapangan usaha penyediaan dan Pariwisata 

Makan dan ak©modasi dan penyediaan PDRB sekto:rr 

Minum makan minum fhotel, akomodasi dan 
restoran, kafe, dll.) 1ierhadap makan minum 
total Produk Domestik = X 100% 

Regional Bruto (PDRB) atas Tot.al PDRB 
dasar harga berlaku di suatu 
wilayah 
(provinsi/ kabupaten/ kota) 
daJam satu tahmn terten.tu 

Meningkatny Persentase Ke budayaan daerah. adalah X 
_ J11,11;1ci.h.Obitl(l'tmajr.amNtbUda't_nai1(0f'K) l""l!E.�} K 100°/4 Dinas Dinas Kebudayaan 

/Wltl(lh Tl)t(I/ Obiek Pt:1>1aiua11 Hatiua.i.v,rnn {01'/() \l(lllQ (ldn 

a Pelestarian Objek kellmdaiyaa10. yamg tumbuh Kebudayaan dan JPariwisata 

Keragaman Pemajuan dan be:rkembang di suatu dan Pariwisata 

Kebudayaian daerah tertentu, yang 
merunakan warisan. dari 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS] 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Budaya (OPK) yang para pendahulu dari suatu 

Daerah dilestarikan suku yang; mendiami suatu 
daerah. Jenis Kebudayaan 
Daerah/ Obyek Pemajuan 
Kebudayaan (OPK) di 
Kabupaten Blitar menurut 
Buku Pokok Pikiran 
Kebudayaan Daerah (PPKD) 
Kabupaten Blitar, ada ]0 
yaitu: 1. Manuskrip 
2. Tradisi Lisan
3. Adat lstiadat
4. Ritus
5. Pengetahuan Tradisional
6. Teknologi Tradisiona]
7. Seni
8. Bahasa
9. Permainan Rakyat
10. Olahraiga Tradisional
Persentase jenis ke budayaan
daerah yamg dilestarikan
adalah membandingan
Obyek Pennajuan
Kebudayaan(OPK)yang
dilestarik8Jll dengan Obyek
Pemajuan Kebudayaan (OPK)
yang ada di Kabupaten Blitar
dan hasilnva dikalikan 100%
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11 PERANGKAT' 
INDIKATOR 

FORMULASI DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJlA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBERDATA 

PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

Persentase Cagar Budaya adalah 
X = 

,tumla/1 failnr Budaynyan.4 L>ilesraP'lktm 
x l00% 

Dinas Dinas Kebudayaan 

Cagar warisan budaya bersifat f' .. mtlah CaJj'ar budaya ,Yan.qDt,er.apkart Kebudayaan dan Pariwisata 

Budaya kebendaan berupa Benda dan Pariwisata 

Daerah yang Cagar Budaya, Bangµnan 

I Dilestarikan Cagar Budaya, Struktur 
Cagar Budaya, Situs. Cagar 
Budaya, dan Kawasan Cagar 
Budaya di darat dan/ a tau di 
air yang perlu dilestarikan 
ke beradaannya karena 
memiliki nilai penting bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendid:ikan, agama, 
dan/ at.au kebudayaan 
melalui: proses penetapan. 
Objek diduga Cagar Budaya 
(ODCB)t adalah benda, 
bangunan, struktur, dan 
atau lokasi yang diduga 
memenuhi kriteria sebagai 
cagar budaya. Dalam 
Undang-Undang No. 11 
Tahun 2010 ten tang Cagar 
Budaya, Pelestarian adalah 
upaya dinamis untuk 
mempertahankan 
keberadaan Cagar Budaya 
dan nilainya dengan cara 
melindlll.ngi, 
mengem bangkan, darn. 
memaruaatkannva. Pasal 4 
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INDIKATOR 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

UTAMA 

Undang-Undang No. 11 
Tahun 20 JO tent.ang Ca;gar 
Budaya menyebutkan bahwa 
lingkup Pelestarian CagJ3.r 
Budaya meliputi: 
1. Pelindungan adalah l!lpaya
mencegah dan
menanggulangi dari
kerusakan,kehancuran,
at.au kemusnahan dengan
cara Penyelamat.an,
Pengamanan, Zonasi,
Pemeliharaan, dan
Pemugaran Cagar Bud8[Ya.
2. Pengembangan adalaih
peningkatan potensi nilai,
informasi, dan promosi
Cagar Budaya sert.a
3. Pemanfiaatan adalah
pendayagunaan Cagar
Budaya untuk kepentingan
sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat dengan
tetap mempert.ahankan
kelestariannya. Sehingga,
persentase cagar budaya
daerah yamg dilestarikan
adalah membandingkan
jumlah cagar budaya daerah
yang dilesta.rikan dengain
iumlah cae:ar budava vamz

FORMULASE 
1PERHITUNGAN 

. ...,..,. " 

SUMBERDATA 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DiAERAH YANG 

UTAMA 
PERHI1'UNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

ditetapkan dan hasilnya 
dikalikan I 00% 

Meningkatny Persentase Menurut Kodhyat (1998) X = Jt,mlah. \VisalaWQ,11 Ul/U.n.1n -Jwnt11l1 W{S1'1hl�lt tan1111 n -1 )( 1CO%· Dinas Dinas Kebudayaan 
• _ -·. /ul�la/1 W1w_iawa11 tct�wtn-1 . • .•. . _ _ 

a Kunjungan Peningka11an pariwisata adalah perjalanan Kebudayaan dan :Pariwisata 

Wisatawan Kunjungan dari suatu tempat ketempat dan Pariwisata 

Manca Wisatawan lain, bersifat sementara, 

Negara dan Mancanegara dilakukan perorangam. atau 

Wisatawan dan kelompok, sebagai usaha 

Nusantara ke Nusantara. 
mencari keseimbang;311 atau 

Ka bu paten 
keserasian dan ke bahagian 
dengan. lingkungan dalam 

Blitar dimensi sosial, budaya, alam 
dan ilmu. Kunjungam Wisata 
ke objek wisata yaitu 
sekelompok orang yang 
berkunjung diobjek wisata 
tertentu, sesuai dengan 
obyek wisata yang terpilih 
untuk dalam menikmati 
perjalaman wisatanya. 
Persentase peningkatan 
kunjungan wisatawain 
adalah membandingan 
Jumlah Wisatawan tahun ini 
dikurangi Jumlah Wisatawan 
tahun kemarin dibagi 
Jumlah Wisatawan tahun 
kemarin dan hasilnya 
dikalikan I 00% 
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PERANGKAT 
INDIKATOR I 

FORMULAS] DAERAHYANG 
NO. TUJUAN I SASARAN KINER.JA DEFilNISI OPERASIONlAL SUMJBER DATA 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatny Nilai SAKIP Sk@r ata.u predikat yang Berdaisarkan hasil Dinas IDinas Kebudayaan 
a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAK.IP oleh Kebudayaan dan Pariwisata 
Akuntabilitas Sis.tern Akuntabilitas Kinerja_ Inspektorat dan Pariwisata 

11 Kinerja Instansi Pennerintahi (SAKIP),. 

I Perangkat yang mengukur sejaiuh mana 
suatu instansi pemerinta.h I Daerah
m311llpu mengintegrasikan 

11 

sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 

I pelaporan kinerja untuk 
mencaoai tmiuan. 

28. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1. Meningkatny IPP (Indeks ins.trunn.en Jkom posit yang Dinas IDinas Kepenaudaan 
a_Peran Pembanguma mengulimr ca.paian kemajuan 1, 'kM1•l'u1l�.t:l.l�"ll1Jtfl,1t&r�!nt!U1e1::.v�Nllll�lll,1 �•IO'>lrtilr Kepemudaan dan Olahraga �''1""'P<J•�f,t,�Hlwo' 1�1"'nl -.:fl\. 

pembamgunan pemuda usia 
i1'"";hll!f!'<»H��""'°'·""•:U·•,•,1L,,,,...,�,wl-Jii 

Pemuda n Pemuda) 
l�h • N1=�r,;t� ����t:r.:�,; ,c lW 

dan Olahraga 
dalam

I 16-30 ta.hu:n di Indooesia, 2< llldll<A'.of 1ot1..-\;l'it:,-Nt �;i9',lltr, �•-•;;d� 

Pembanguna me:lipu1ti aspek iindivtldu, /.1\fi�J- i��;-���-·::.. �:�:��;:-:.,,. ,� 

penghidupan, dan
1. "-"9'1"""fll'l'"""""' o .... .in: �••·"M ,w,..-... ,.-:�i1,,; .,,,.,��tc· .t�• ,.,, 

ndan
01111!�:,i,rtair\1, 

partisipasi. IPP disusun
:.��:tflfltll�Pf,jp�I\WOttrl)lrf'att·fillle'lll�.9ir>CIIQ!1,.-...llt!Mi�-

Prestasi
IP,P- l�,1,,tt,-,,,.;.:llh�• I h,cl>•li:w�t-�l�,t l,1',,tfio,f!•'+.I.Gt"""! 

Olahraga
berdasarkan lima domain
utama:
( 1) Pen<!lidikan,
(2) Kesehatan &
Kesejahteraian, Pl
Kesempatam Kerja,
(4) Partisipasi &
Kepemiirnpinan, dan
(5) Gender & Inklusi,
yang diiukur melaluii 15
indika tor kmnci.
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PERANGKA1' 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA lDEF]NISE OPJERASIONAL 
FORMULAS! SUMBEJR. DATA 

DAERAHYANG 

PERJHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

IPO (IndeJks Merupakant ala1t ukur IPO = Dinas Dinas Kepemudaan 

Pem bangmna komposit yang digunakan (Indeks Partisipasi + Kepemudaan dan Olahraga 

n Olahraga) oleh Kemenpora untuk Indeks Rmang Terbukai + dan Olahraga 
mengevaluasi ke berhasilan Indeks SDM Olahraga +
pembangunan olah:rraga di Indeks Ke bugaran) 4 
Indonesia berdasarkan 9 
dimensi dasar. IPO memotret 

I data riil di ]apa:ngan (bukan 
selkadar prestasi) untuk 
merumuskan kebijaikan 
berbasis data Definiisi 
Operasi.onail 9 Dimensi IPO: 

1. Sumber Daya Manusia
(SDM)

I 
Olalb.raga: Ketersediaan
dan kualitas. tenaga
penggerak ollahraga (guru
penjas, welatih,
instruktur).

I 2. Ruang Terbuka
(Fasilitas): Ketersediaian
sarana dan prasarana
olahraga,
baik indoor maupun outdo

or yang dapat diakses
masyarakat.

3. Literasi
Fisik: Pemahaman dan
motivasii individu untuk
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINIS] OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBEJR DATA 

PENANGGUN!G 
UTAMA 

JAWAB 

aktif secara :fisik 
sepanjam.g ha.yaL 

4. Tingkat Partisipasi
Olalh.raga
Mas.yarakat: Tingkat
keterlibatan aktif
mas.yarakat dalam
melakukan aktivitas
olahraga secara rutin.

5. Ke bugaran
Jasmanii: Kemampuan
mas.yarakat dalam

' melakukan tugas sehari-
hari tanpa kelelahan
berlebih, diUJkur dengan
tes kesegaran jasmani.

I 
6. Perkembangan

Personal: Dampak
olahraga terfuadaip
kepribadian, disiplin,, da111
rasa percaya diri.

7. Kesehatan Fisik, Psikis,
dan Mental: Dampak
kesehatan jasmani dam
mental yang diperoleh
melalui aktiv.itas olahraga.
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA lDEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBEJR DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUN!G 

JAWAB 

8. Kontribusi
Ekonomi: Dampak sektor
olahraga terfuadaip
pertumbuhan ekonomi
lokail (produlk: bairang/ jasa
olahraga).

I 
9. Performa/Prestasi

Olafuraga: Hasil
penc;apaian presttasi
dalam kompetisi olahraga.

I/ Meningkatny Angka Merupakan partisipasi Angka Partisipasi Dinas Dinas Kepemudaan 

a Partisipasi Partisipasi pemuda diartikan s1tbag11i Pemuda Kepemucdaan dan Olahraga 

· Pemuda dan keterlibatan akfJ.if, sadar� dan dan Olahraga 
dalam kepemimpina sukarela dari individu I pemuda yang 

Pembanguna n pemuda berusia 16-30 tahum da]am aktif da]am kegiatan 

n dalam seL'urub siklus wembangµnan pembangunan 

pembangmna 
(perencanaan, pelaksana.an, = 100% 
pemantauan, dan I total pemuda 

n 
pemanfaatan hasil). 

Angka Merupakan ukuran statistik Angka Ketersediaan Dinas Dinas Kepemudaan 

ketersediaan yang menunjukkan rasio Kesempatan Kerja Kepemucl.aan dan Olahraga 

kesempatan a tau persentase jumlah dan Olahraga 

kerja penduduk usia kerja yamg I kesempatan kerja 

I 
telah terserap dli pasar kerja yang tersedia 
(bekerja atau sementara = X 100% 

I, tidak bekerja) dibandingkan I angkatan kerja 

II 
dengan total angkata.n kerja 
oada oeriode waktu tertentu. 

,,_ 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS} 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

Meningkatny Persentase Merupakan ukuran yang Persentase Cabang Dinas Dinas Kepemudaan 
a Prestasi cabang menunjukkan perbandingan olahraga Berprestasi Kepemudaan dan Olahraga 
Cabang olahraga antara jumlah ca bang dan Olahraga 
Ollahraga yang olahraga yang berhasil I cabang olahraga 

berprestasi meraih prestasi pada suatu yang meraih prestasi 
kejuaraan dengan jumlah = X lQQo/o 

cabang olahraga yang dibina I cabang olahraga 
atau diikuti oleh daerah yang dibina) 
dalam periode tertentu, yang 
dinyatakan dalam 
persentase. 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Dinas Dinas Kepemudaan 
a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Kepemudaan dan Olahraga 
Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat dan Olahraga 
Kinerja Instansi Pcemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran, dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 

29. Dinas Penanama:n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

1. Meningkatny Realisasi Realisasi investasi adalah Realisasi Investasi Dinas Dinas Penanaman 
a Daya Saing Investasi jumlah nilai penanaman = Total nilai PMDNi + Penanaman Modal dan 

Investasi modal yang benar-benar Total nilai PMA Modal dan Pelayanan Terpadu 
telah direalisasikan oleh Pelayanan Satu Pintu 
investor dalam suatu wilayah Terpadu Satu 
pada periode tertentu, baik Pintu 
yang berasal dari 



83 

INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA 
FORMULAS I 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

DEFINISI OPERASIONAL 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

UTAMA 
JAWAB 

Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) maupun 
Penanaman Modal Asing 
(PMA), yang digunakan 
untuk kegiatan usaha seperti 
pembangUtnan fasilitas 
produksi, pembelian 
me sin/ peralatan, 
pembangUtnan gedung, dan 
modal kerja. 

Meningkatny Persentase Persentase Peningkatan Persentase Peninglatan Dinas Dinas Penanaman 
a Realisasi Peningkatan Realisasi Investasi adala.h Realisasi Investasi Penanaman Modal dan 
Investasi Realisasi indikator yang menunjukkan Modal dan Pelayanan Terpadu 

Investasi tingkat pertumbuhan nilai (Realisasi investaisi Pelayanan Satu Pintu 
investasi yang terealisasi tah1t1n berjalan Terpadu Satu 
pada suatm periode Realisasi investasi Pintu 
dibandingkan dengan tah1t1n sebelumnya) 
periode se belumnya di suatu = 

X lQQ°lo 

wilayah. Realisasi investasi 
tah1t1n sebelumnya 

Indikator iini digunakan 
untuk melihat 
perkembamgan iklim 
investasi dan keberhasilan 
ke bijakan promosi investasi 
daerah. 

Meningkatny Indeks Survey Kepuasan Survey Kepuasan Dinas Dinas Penanaman 
a Kepuasan Kepuasan Masyarakat melalui E- Masyarakat melalui E- Penanaman Modal dan 
Masyarakat Masyarakat SukmaJatim SukmaJatim Modaldan Pelayanan Terpadu 
atas atas Pelayanan Satu Pintu 



NO. 

30. 

1. 

TUJUAN SASARAN 

Pelayanan 
Perizinan dan 

II Non 
!Ip . .  ' enzman

.1 

ii 

Meningkatny 
a 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

INDIKATOR 
KINERJA 
UTAMA 

Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 

Nilai SAKIP 
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DEFINISI OPERASION!AL 

SkCI>r a tau predikat yang 
diberikan dari basil evaluasi 
Sis.tern Akuntahilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP), 
yang mengukur sejaiuh mana 
suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran,dan 
pelaporan kinerja umtuk 
menca_Q�i tujuan. 

S:atuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 

Menciptakan 
Ketentraman 
dan 
ketertiban 
Umum serta 
Perlindunga 
Ill 

Masyarakat 

Indeks 
Penyelenggar 
an 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

kondisi dina.mis di mana 
pemerintah dan masyarakat 
beraktivitas secara teratur, 
ama.n, dan tenteram, yang 
diwujudkan melalui 
penegakan Perda/Perkada, 
deteksi dini, serta 
optimaJisasi peran Satpol PP 
dam partisipasi masyarakat. 
Foltus utamanya meliputi 
pembinaan mas.yarakat, 
p�neI'1:i_lJB.11 li11gkungan

! 
<dan 

FORMULAS! 
PERHITUNGAN 

Berdasarrkan hasil 
evaluasil SAKIP oleh 
Inspektorat 

l lPKKU

i 

SUMBER DATA 

Terpadu Satu 
Pintu 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Satuan Polisi 
Pamong Praja 

= L (wv; x ws i xs i dan Pemadam
n n Ke bakaran 

n 

Ket: 

I IPPKU: Nilai Indeks 
penyelemggaraan 
trantibU!lll 

PERANGKAT 
DAERAHYANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 

Dinas 
Modal 

Penanaman 
dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Satuan Polisi 
Pamong Praja dan 
Pemadam 
Kebakaran 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBER DATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

peningkatan kapasittas WD i: Nilai bobot pada 
aparat. dimensi ke-I 

WS ! : Nilai bobot pada

subdimensi ke-n 
dimensi ke-I 

S :
1 

: Nilai rerata skala

likert pada indikaor di 
subdimensi ke-n 
dimensi ke-i 

Meningkatny Persentase Persentase Penurunan Persentase Penmunan Satuan Polisi Satuan Polisi 
a Penurunain Gangguan 1l'ibumtranmas Gangguan Pamong Praja Pamong Praja dan 
Trantibumlin Gangguan adalah indikator yang Tibumtranmas dan Pemadam Pemadam 
mas Tibumtranm menunjukkan tingkat Kebakaran Kebakaran 

as penurunan jumlah kejadian (I gangguan tahun 
gangguan keter1tiban umum scebelumnya - I 
dan ketenteraman gangguan tahun 
masyarakat (Tibumtranmas) berjalan) 
pada suatu wilayah dalam = "100% 

periode tertentu I, gangguan tahun 
dibandmgkan deng8!Il see belumnya) 
periode sebelumnya, yang 
dinyataikan dalann 
persentase. 
Gangguan 1l'ibumtranmas 
melipu11i beJrbagai bentuk 
pelanggaran ataiu kejadian 
yang mengganggu ketertiban 
umum, seperti: 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULASI DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASION� SUMBER DATA 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGUNG 

JAWAB 

• pelanggaran
peraturan daerah

• gangguan ketertil::lln
di ruang publik

• pedagang kaki liim
yang melanggar

\ ketentuan
• bangunan tanpa idn
• kegiatan yang

mengganggu
ketenteraman
masyarakat

• pelanggaran
ketertiban lainnya
yang ditangani oleh
Satpol PP.

Meningkatny Waktu W aktu tanggap (response Waktu Tanggap Satuan Polisi Satuan Polisi 

a tanggap time) penanganan kebakaran Kebakaran Pamong Praja Pamong Praja dan 

Penanganan (respon time) adalah waktu yang dan Pemadam Pemadam 

Bahaya penanganan dibutuhkan oleh petugas = Waktu tiba petugas di Kebakaran Kebakaran 

Kebakaran kebakaran pemadam kebakaran stjak lokasi - W aktu laporan 

dan diterimanya laporan kejadian ke bakaran diterima 

Pen ye lama ta kebakaran hingga unit 

n 
pemadam ke bakaran tilba di 
lokasi kejadian untuk 
melakukam. penanganan 
awal. 
Indikator furl digunakan 
untuk mengukur kecepatan 
dan kesiapsiagaan lavanan 
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INDIKATOR 
PERANGKAT 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULASI 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

pemadam kebakaran dalam 
merespons kejadian 
ke bakaran di suatu wilayah. 

Persentase Persentase pelayanan Persentase Pelayanan Satuan Polisi Satuan Polisi 
pelayanan penyelamatan dan evakuasi Penyelamatan dan Pamong Praja Pamong Praja dan 
penyelamata korban ke bakaran adalah Evakuasi dan Pemadam Pemadam 
n dan indikator yang menunjukkan Kebakaran Kebakaran 
evakuasi perbandingan antara jumlah I kcejadian ke bakaran 

korban kejadian ke bakaran yang yang mendapatkan 

kebakaran 
mendapatkan pelayanan pelayanan 
penyelamatan dan evakuasi penyelamatan dain 
korban oleh petugas evalkuasi 
pemadam kebakaran dengan = 

X 100% 

jumlah total kejadian I total kejadian 
ke bakaran yang terjadi kebakaran) 
dalam suatu periode 
tertentu, yang dinyatakan 
dalam persentase. 

Indikator iini digunakan 
untuk menilai kinerja 
layanan penyelamatan dan 
evakuasi korban oleh Dinas 
Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Satuan Polisi Satuan Polisi 
a diberikan dari hasil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Pamong Praja Pamong Praja dan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Insoektorat 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASIONAL 
FORMULAS! 

SUMBER DATA 
DAERAHYANG 

UTAMA 
PERHITUNGAN PENANGGl!JNG 

JAWAB 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAK.IP), dan Pemadam Pemadam 

Kinerja yang mengukur sejauh mana Kebakaran Kebakaran 

Perangkat suatu instansi pemerintah 

Daerah mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
penganggaran,dan 
pelaporan kinerja untuk 
mencapai tujuan. 

31. Kecamatan

1. Meningkatny Indeks Hasil slllrvei Kepuasan Hasil survei Kepuasan Semua Semua Kecamatan 

a Kepuasan Masyarakat yang dilakukan Masyarakat yang Kecamatan 

Integritas Masyarakat Melalui aplikasi survei dilakukan 

Penyelenggar kepuasan masyarakat Melalui aplikasi survei 

a
kepuasan masyarakat 

Pelayanan
Publik

Meningkatny Persentase Mening)mtnya kemandirian Semua Semua Kecamatan 

a desa Mandiri desa di tingl<at kecamatan I Desa Mandiri Kecamatan 

Kemandirian di dicapai melalui optimalisasi = X 100% 

Desa di Kecamatain potensi lokal, penguatan I Desa di 

Kecamatan BUMDes, dan partisipasi Kecamatan 
aktif masyarakatt dalam 
perencanaan (masterplan (Website IDM/PMD) 
desa) untuk mencapai desa 
mandiri yang sejahtera, 
terjangkau, dan 
berketaihanan sosial-
ekonomi. S1Jrategi ini fokus 
oada oenin2katan SDM, 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

NO. TUJUAN SASARAN KINERJA DEFINISI OPERASION!AL 
FORMULAS! 

SUMBERDATA 
DAERAHYANG 

PERHITUNGAN PENANGGUNG 
UTAMA JAWAB 

infrastruktur dasar, dan 
inovasi desa guna 
mengurangi ketergantungan 
ekstemal. 

Meningkatny Angka Meningkatnya ketentraman Semua Semua Kecamatan 

a Kriminalitas dan ketertiban umum I kejadian Kecamatan 

ketentraman di adalah kondisi dinamis di kejahatan/ 

dan Kecamatan mana peme·rintah dan kriminalitas 

ketertiban masyarakat beraktivitas tahun n 

umum secara terattur, aman, dan = _,._100.000 
tenteram, yang diwujudkan I penduduk 
melaluii penegakan tahun n 
Perda/Perkada, deteksi dini, 
serta optimalisasi peran Sumber: 
Satpol PP dan partisipas.i Polsek (diutamakan) atau 
masyarakat. Fokus BPS Kecamatan dalam 
utamanya meliputi angka (rilisnya tahun 
pembinaan masyarakat, berikutnya) 
penertiban lingkungan, dan 
peninglkatan kapasitas 
aoarat. 

Meningkatny Nilai SAKIP Skor atau predikat yang Berdasarkan hasil Semua Semua Kecamatan 

a diberikan dari basil evaluasi evaluasi SAKIP oleh Kecamatan 

Akuntabilitas Sis.tern Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 

Perangkat yang mengukur sejauh mana 

Daerah suatu instansi pemerintah 
mampu mengintegrasikan 
sistem perencanaan, 
oen�an2�aran,dan 
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PERANGKAT 
INDIKATOR 

FORMULAS! DAERAHYANG 
NO. TUJUAN SASARAN KINERJlA DEFINISI OPERASlIONAL 

PERHITUNGAN 
SUMBERDATA 

PENANGGUNG 
UTAMA 

JAWAB 

pelaporan kinerja untuk 
mencapai tuiuan. 




